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ABSTRAK 
 
SANDA DWI HERMANTO, Perum PPD :  Mundurnya Perusahaan Transportasi 
Umum Milik Pemerintah 1986-2003. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, 
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2011. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perkembangan 
Perum PPD, sebagai salah satu perusahaan transportasi yang selalu identik dengan 
kota Jakarta. Perum PPD merupakan perusahaan bus kota yang selalu 
mengoperasikan bus reguler. Pangsa pasar dari Perum PPD adalah masyarakat 
terutama bagi golongan menengah kebawah.  

Walaupun Perum PPD perusahaan milik pemerintah yang selalu 

mendapatkan bantuan berupa subsidi, tidak menjamin menjadi perusahaan maju, 

karena setiap tahun perusahaan ini selalu saja mengalami kerugian. Bus yang 

selalu dioperasikan Perum PPD adalah bus sudah berusia diatas delapan tahun 

maka tak jarang sering terlihat dijalan bus PPD mogok. Penelitian ini 

menggunakan metode sejarah yang dituliskan secara naratif, mengungkapkan 

bagaimana proses itu terjadi, urutan fakta-fakta dalam kejadian tertentu sebagai 

kesatuan proses dalam jangka waktu tertentu 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kinerja Perum PPD yang selalu 

menurun diakibatkan adanya penggabungan antara perusahaan bus kota swasta 

dengan Perum PPD pada tahun 1986. Adanya penggabungan tersebut diharapkan 

membuat Perum PPD lebih maju dan berkembang. Serta dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan melalui bus kota terhadap masyarakat di ibu kota Jakarta. 

Setelah penggabungan ternyata Perum PPD memiliki berbagai masalah, 

karena dengan adanya penggabungan tersebut Perum PPD harus menangung 

pelimpahan karyawan sebanyak dua kali lipat dari jumlah karyawan Perum PPD 

sebelumnya. Walaupun mendapatkan banyak armada bus namun kondisi bus rata-

rata sudah tua dan tidak layak jalan. 

Dengan banyaknya karyawan membuat berat beban Perum PPD karena 

biaya untuk menggaji karyawan cukup tinggi. Akibatnya alokasi untuk dana 

perawatan dan operasional bus berkurang. Diperparah dengan adanya korupsi 

dilingkungan perusahaan. Akibatnya Perum PPD selalu dililit hutang dan kerugian 

setiap tahun selalu bertambah besar.  
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BAB I 

PENDAHALUAN 

 

A.DASAR PEMIKIRAN 

Peranan bus kota di Jakarta cukup besar dibanding dengan jenis angkutan 

umum yang lainnya. Bus kota sangatlah membantu masyarakat untuk berpergian 

dengan biaya rendah. Dalam menjalankan aktivitas banyak masyarakat Jakarta 

yang  bergantung kepada bus kota untuk menjalankan berbagai macam aktivitas 

sehari-hari. Nama Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang 

Djakarta (PPD), sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jakarta.  

Bus-bus tua yang beroperasi selalu dipenuhi penumpang ini tak jarang  

ketika berjalan busnya selalu miring kekiri karena dipadati penumpang. Hal ini 

yang merupakan ciri khas bus-bus kota di Jakarta. Selain itu ketika berjalan selalu 

mengeluarkan asap knalpot yang berwarna hitam pekat. Walaupun usia bus-bus 

PPD sudah tidak muda lagi, tetapi bus ini selalu diminati masyarakat baik tua 

maupun muda. Bukan karena layanannya yang memadai dan nyaman, tetapi lebih 

karena tarifnya yang murah1. Karena PPD merupakan satu-satunya perusahaan 

bus yang  mengoperasikan bus regular dengan tarif lebih murah dibanding bus 

lainnya.  

 Oleh karena itu bus PPD selalu diminati masyarakat, sehingga hampir 

tidak pernah terlihat bus berjalan dalam keadaan kosong.  

                                                
1 Imam Setyobudi, “Tarif Murah, Layanan Ala Kadarnya” Panji,, 4 April 2001, hlm. 79. 

1 
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Misi utamanya adalah memberikan pelayanan angkutan perkotaan dengan 

menggunakan bus kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya2. Atas dasar misi 

utamanya tersebut PPD menerapkan tarif yang selalu disesuaikan untuk dapat 

menjangkau masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu bus PPD selalu di 

minati masyarakat, sehingga hampir tidak pernah bus terlihat dalam keadaan 

kosong. 

Keseharian dan kedekatan masyarakat dengan PPD, tidak dengan 

sendirinya membuat masyarakat yang mengetahui tentang PPD itu sendiri. 

Mereka hanya mengetahui PPD memiliki bus yang rata-rata usianya sudah tua 

yang tidak layak jalan. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu kepanjangan 

dari kata PPD, maupun tentang sejarah perjalanannya.  

Masyarakat umumnya pasti tidak mengira bahwa keberadaan perusahaan 

bus ini sudah ada sejak tahun 1932. Sebagai salah satu perusahaan angkutan 

umum yang ada di Jakarta, PPD bermula dari sebuah perusahaan angkutan umum 

milik Belanda yaitu Bataviasch Verkeers Maattschapij Naamloze Venoot 

(B.V.M.N.V) yang berdiri sekitar tahun 1932. Sebelumnya perusahaan ini 

merupakan hasil penggabungan dari dua buah perusahaan milik Belanda, yaitu 

Nederlandsch Indiesch Tranweg Maattschappij (N.I.T.M) dan Bataviasch 

Electrisch Tranweg Maattschappij (B.E.T.M). Kedua perusahaan ini sebelumnya 

mengelola angkutan umum berupa trem dan beberapa bus kota3. 

Pada tanggal 12 juni 1954 B.V.M.N.V dinasionalisasikan dengan akte Mr. 

Raden Soewandi No.76 tanggal 30 juni 1954 dan No 82 tanggal 21 Desember 

                                                
2 PPD Merana karena Salah Kelola, Kompas, 28 Agustus 2000, hlm. 26.  
3 Perum PPD Profil Perusahaan Jakarta 2002, hlm. 2. 
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1954. Dengan Undang Undang Darurat No. 10 Tahun 1954 perusahaan angkutan 

umum B.V.M.N.V dinasionalisasikan dibawah Kementrian Perhubungan dengan 

bentuk badan hukumnya adalah PT (Perseroan Terbatas) dengan nama PPD 

(Perusahaan Penumpang Djakarta)4. Setelah dinasionalisasikan PT. PPD masih 

mengoperasikan  armada trem tetapi pada tahun 1960 trem dihapus lalu digantikan 

dengan armada bus hingga akhirnya PT. PPD hanya mengoperasikan bus kota 

saja.  

Pada tahun 1961 PT. PPD berubah badan hukum menjadi PN (Perusahaan 

Negara) PPD dibawah  Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan 

Pariwisata. Kemudian PN.PPD pada tanggal 1 september 1961 diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 

1981 PN. PPD yang semula dibawah naungan Pemerintahan DKI Jakarta 

kemudian dikembalikan lagi kepada Pemerintah Pusat dibawah Departemen 

Perhubungan. Setelah berada di dalam Pemerintah Pusat PN. PPD kembali 

mengalami perubahan nama badan hukum. Nama Perusahaan Negara yang 

disandang oleh PPD berganti menjadi Perum atau Perusahaan Umum pada Tahun 

1984. Tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 

1998 yang mengatur tentang status nama badan hukum suatu perusahaan 

khususnya yang berbentuk Perusahaan Umum. Akhirnya pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.91 tahun 2000 tentang Perum PPD yang 

diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2000.  

                                                
4 Ibid. 
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Dalam perkembangannya PPD pernah menguasai angkutan umum di 

Jakarta. “Jangankan sehari, setengah jam saja PPD tidak beroperasi masyarakat 

sudah pada kelabakan”5. Masa-masa keemasan seperti itu terjadi pada 

pertengahan tahun 1980-an.  

Dalam rangka menyediakan pelayanan umum bagi masyarakat, PPD 

melakukan  peningkatan pelayanan dengan menghadirkan bus tingkat pada tahun 

1983. Bus tingkat yang diimpor dari Brimingham (Inggris) ini mempunyai 

keuntungan dibandingkan bus biasa yang lainnya. Dikarenakan dengan memiliki 

dua lantai dalam satu bus, maka kapasitas penumpang dua bus lantai tunggal dapat 

diangkut dalam satu bus tingkat saja.  

Bus tingkat bermerek Volvo dan Leyland pada saat itu hanya dimiliki oleh 

PPD. Bus tersebut tidak pernah dimiliki oleh perusahaan bus swasta lainnya, 

dikarenakan harganya yang cukup mahal dibandingkan bus single atau lantai 

tunggal biasanya. Keanehan bentuk bus yang sangat tingginya tidak seperti bus 

biasanya membuat bus tingkat banyak disukai warga Jakarta. Tak jarang banyak 

warga yang menunggu bus tersebut hanya untuk merasakan duduk di lantai atas 

bus. Dimana dengan duduk diatas mereka bisa menikmati pemandangan kota 

Jakarta selama perjalanan.  

Selain bus tingkat, PPD juga pernah mengoperasikan bus gandeng atau 

bus tempel pada tahun 1991. Bus gandeng memiliki panjang dua kali lipat dari 

bus biasanya, tidak seperti bus tingkat yang panjangnya sama dengan bus biasa. 

Bus gandeng merupakan bus impor dari China dengan merk Jing Hua. 

                                                
5 Wawancara  dengan Bapak Joko Sawalno, pada tanggal 17 Desember 2010 Pukul. 10.00  

WIB di Kantor Pusat Perum PPD Jl. Mayjen Sutoyo, Cawang Jakarta timur. 
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Pengoperasian bus tingkat dan bus gandeng sama-sama dimaksudkan untuk 

menghemat pemakaian jalan. Dalam sekali jalan, baik bus tingkat maupun bus 

gandeng dapat mengangkut penumpang dua kali lipat dari daya angkut bus biasa. 

Hal ini, dapat menghemat biaya operasional bus dan menambah nilai keuntungan 

perusahaan.  

 Pada tahun 1985 PPD mendapatkan modal dari pemerintah yaitu dengan 

dihibahkanya bus swasta ke dalam tubuh PPD. Dimana beberapa perusahaan bus 

swasta, seperti : Ajiwirya, Djakarta Transpot, Medal Sekarwangi, Merantama, 

Sms, Gamadi, Pelita Mas Jaya, Arion, LL Muriasih, Sole Bone Agung, 

Saudaranta dan Mobil Jakarta Transport, digabung menjadi PPD dibawah 

pengelolaan pemerintah DKI Jakarta.  

Penggabungan beberapa perusahaan swasta kedalam PPD seiring 

perjalanan waktu, justru menjadi penyebab utama permasalahan dalam tubuh 

PPD, sehingga PPD menjadi perusahaan yang kurang produktif. Bertambahnya 

jumlah armada bus, bertambah pula jumlah biaya khususnya untuk perawatan bus. 

Disisi lain jumlah karyawan bertambah menjadi dua kali lipat, tentunya membawa 

implikasi tersendiri kepada meningkatnya biaya operasional yang dibutuhkan. 

Rencana awal tujuan penggabungan beberapa bus swasta ke dalam PPD 

adalah dengan harapan PPD bisa menjadi lebih maju dan dapat meningkatkan 

mutu pelayanan bagi masyarakat. Namun kondisi realitanya, pada umumnya 

kondisi bus-bus swasta yang digabungkan kedalam PPD tidak dalam kondisi yang 

baik, hal ini tentunya membuat membengkaknya biaya perawatan bus.   
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Perawatan yang kurang pada akhirnya banyak bus-bus yang berhenti 

operasi, hal ini dikarenakan bus tersebut membutuhkan onderdil yang baru untuk 

dapat beroperasi kembali. Kondisi ini, tak jarang menyebabkan sesama bus PPD 

dilakukan  pengambilan spare part untuk digunakan pada bus lainnya, istilah ini 

sering dikenal dengan sebutan kanibal (artinya bus yang memiliki tingkat 

kerusakan parah onderdilnya dicopot dan dipakai kepada bus yang tingkat 

kerusakannya tidak terlalu parah). Akibatnya armada bus PPD menyusut 

jumlahnya setiap tahun. Tak jarang di depo-depo Perum PPD lebih banyak bus 

yang sudah tidak terpakai lagi dibandingkan  bus yang masih bisa beroperasi.  

Tampilan bus-bus PPD terlihat apa adanya, kondisi bus PPD umumnya 

sudah ketinggalan zaman, kumuh, asap hitam yang keluar dan kerusakan di mana-

mana, bahkan ada bus yang sudah tidak layak jalan. Hal ini tentunya 

membahayakan keselamatan dan ketidaknyamanan penumpang.  

Kondisi-kondisi buruk sebagaimana digambarkan diatas, lebih 

dikarenakan buruknya manajemen keuangan Perum PPD dalam mengatasi 

kerugian yang berkesinambungan dan cenderung membengkak setiap tahunnya. 

Walaupun mengalami masa kemunduran tetapi perusahaan ini mencoba berusaha 

untuk tidak mengurangi jumlah karyawan yang berlebihan dan mencoba bangkit 

untuk menjadi pelopor bus kota seperti dulu lagi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk membahas perkembangan Perum PPD dari tahun 1986, dimana terjadinya 

penggabungan beberapa perusahaan bus kota milik swasta ke dalam Perum PPD 

sebagai titik awal penyebab kemunduran Perum PPD hingga tahun 2003 dimana 
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terjadinya pengurangan jumlah karyawan yang menjadi indikator ketidak 

produktifan Perum PPD. 

Penelitian mengenai PPD ini telah ada yang meneliti yang dilakukan oleh 

Panal Sitorus dengan judul Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Performa Kerja 

Di Perum PPD. Serta Perbandingan Sistem Wajib Angkut Penumpang Dengan 

Rute Moda Baru Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perum PPD oleh Sri 

Haryoso Suliyanto yang membahas tentang perbandingan sistem Wajib Angkut 

Penumpang (WAP) dengan sistem Rute Metode Baru (RMB). Penelitian-

penelitian tersebut hanya membahas tentang teknik ataupun tentang cara untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan secara umum. Sedangkan penelitian mengenai 

Perum PPD dalam perspektif sejarah belum pernah ada yang melakukan, sehingga 

peneliti tertarik untuk menulis sejarah perkembangan Perum PPD dari tahun 1986 

sampai dengan tahun 2003. 

 

B.PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH 

1.Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta, dengan fokus penelitian 

perkembangan Perum PPD setelah terjadinya penggabungan yang dilihat dari 

aspek internal perusahaan. Aspek internal sangat mempengaruhi perkembangan 

Perum PPD namun demikian beberapa terdapat aspek eksternal juga dikemukakan 

dalam skripsi ini, mengingat penjelasan sejarah bersifat multikausal. Batasan awal 

penelitian adalah tahun 1986, dimana terjadinya penggabungan perusahaan bus 

kota swasta kedalam Perum PPD. Batasan akhir tahun 2003 yaitu disaat terjadinya 
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pengurangan jumlah  karyawan  Perum PPD dikarenakan tidak produktifnya lagi 

Perum PPD. 

 

2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pemikiran dan pembatasan masalah yang telah diuraikan 

diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perkembangan kota Jakarta sehingga mendorong terjadinya 

penggabungan beberapa perusahaan swasta ke dalam Perum PPD? 

2. Bagaimana perkembangan Perum PPD setelah dilakukan penggabungan? 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses perkembangan kinerja Perum 

PPD di Jakarta pada tahun 1986-2003. 

2.Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan kajian 

pada penelitian berikutnya. Diharapkan tulisan ini menjadi sumber pengembangan 

Sejarah Transportasi di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Jakarta. Serta agar dapat bermanfaat bagi sistem transportasi di Jakarta, khususnya 

bus kota agar lebih layak dan manusiawi. 
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D.METODE PENELITIAN 

Proses penelitian untuk mengkaji “Perum PPD Dalam Transportasi di 

Jakarta 1986-2003” dilakukan melalui empat tahap yaitu heuristik atau mencari 

sumber, kritik atau menilai sumber, interpretasi atau memberikan penafsiran dan 

penulisan atau historiografi6. 

 Pada heuristik penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah 

yang dibutuhkan. Sumber yang digunakan penulis adalah sumber tertulis dan 

lisan.7 Sumber tertulis baik primer maupun sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang didapat dari Perum PPD, Arsip Nasional, Pusat Informasi 

Kompas, LIPI, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, 

Perpustakaan Departemen Perhubungan, Perpustakaan Badan Penyuluhan Hukum 

Negara, Perpustakaan Umum Daerah Jakarta, Perpustakaan Kantor Kementrian 

BUMN, Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik, Perpustakaan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.   

Sumber tertulis primer diperoleh dari dokumen Arsip Nasional dan Badan 

Penyuluhan Hukum Negara. Dokumen yang didapat antara lain Undang Undang 

Darurat No. 10 Tahun 1954 tentang nasionalisasi perusahaan angkutan umum 

B.V.M.N.V untuk keperluan umum di bawah Kementrian Perhubungan dengan 

bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama 

Perusahaan Pengangkutan Djakarta disingkat PT.PPD. Selain itu penulis juga 

memperoleh sumber primer lainnya berupa surat kabar Kompas, Media Indonesia, 

Tempo, Kontan, Gamma, Gatra dan Jurnal Manajemen Transportasi.  

                                                
6 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah,  (Yogyakarta :Bentang, 1999), hlm. 89. 
7 Nugroho Notosutanto,  Mengerti Sejarah,  (Jakarta:UI Press 1985), hlm. 37. 
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Sebagai penunjang sumber tertulis primer, digunakan sumber tertulis 

sekunder berupa buku-buku yang menguraikan lebih lanjut sumber tertulis primer 

tersebut. Buku-buku tersebut antara lain membahas masalah transportasi di 

Indonesia dan di Jakarta, Sejarah Jakarta, perkembangan perusahaan transportasi 

dan permasalahannya. 

Selain sumber tertulis primer maupun sekunder, penulis juga 

menggunakan sumber lisan didapatkan melalui wawancara peneliti dengan 

beberapa tokoh diantaranya adalah Joko Sawalno Kepala Humas Perum PPD dan 

Amir Mantan Pengemudi Perum PPD 1970-2003. 

Pada tahap kritik, sumber-sumber tersebut diseleksi dan diuji dengan kritik 

ekstern dan kritik intern yang bertujuan untuk menguji otentisitas dan kredibilitas 

sumber yang relevansinya dengan pokok permasalahan. Kritik ekstern terhadap 

sumber tertulis dilakukan lewat, kepala surat, stempel dan tanda tangan. Seperti 

keaslian laporan panitia tahun 1982 tentang pengalihan bentuk PN. PPD menjadi 

Perum. Sedangkan kritik intern dilakukan lewat pengujian isi atau subtansi 

dokumen dan pembandingan dengan sumber lisan.  

Selain kritik terhadap sumber tertulis, penulis juga melakukan kritik 

terhadap sumber lisan misalnya mengenai wawancara dengan Bapak Amir mantan 

Pengemudi Perum PPD. Kritik ekstern terhadap sumber lisan dilakukan dengan 

memperhitungkan usia narasumber, serta kondisi kesehatan fisik menyangkut 

daya ingat terhadap peristiwa yang dialami. Sementara kritik intern dilakukan 

dengan menelaah subtansi jawaban yang diberikan oleh para nara sumber. 
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Tahap selanjutnya peneliti melakukan interpretasi, fakta yang lulus kritik 

tersebut ditafsirkan sesuai pemahaman dan logika peneliti. Seperti fakta yang 

menujukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1984 adalah 

menyelenggarakan pengangkutan penumpang dengan bus umum di wilayah 

Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menginterpretasikan 

bahwa Perum PPD ditugaskan untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat 

umum yang memerlukan transportasi terutama golongan masyarakat yang sangat 

membutuhkan transportasi, biasanya golongan masyarakat menengah kebawah. 

Tahap terakhir, yaitu tahap penulisan atau historiografi dalam memaparkan 

penelitian tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang lebih banyak 

menguraikan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu yang berlandaskan aspek 

kronologis dan sistematis sehingga dalam pemaparannya terbentuk alur tulisan 

yang jelas. 

 

 

 



BAB II 

LATAR BELAKANG DAN PENGGABUNGAN PERUM PPD 1986 
 

A. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Jakarta 1980-an 

DKI Jakarta merupakan kota terbesar dan terpenting di Indonesia, karena 

sebagai sebuah provinsi Jakarta juga sebagai ibu kota negara. Oleh karena itu 

memiliki status daerah khusus ibukota. DKI Jakarta dibagi menjadi lima daerah 

administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan 

Jakarta Utara. Jakarta adalah Ibukota Negara Republik Indonesia1. Jakarta 

menjadi kawasan metropolitan terbesar dan paling dinamis di Indonesia. Sejak 

tahun 1980-an Jakarta mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan padat. 

Tidak hanya itu, Jakarta pun menjadi barometer pertumbuhan Indonesia seiring 

dengan pertumbuhan infrastruktur kota seperti pusat pemerintahan, pusat bisnis, 

pariwisata, pendidikan dan sebagainya. 

Wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi lima wilayah administrasi, yaitu 
Jakarta Selatan dengan luas wilayah 146.20 km2, Jakarta Barat dengan luas 
wilayah 131.45 km2, Jakarta Utara dengan luas wilayah 139.58 km2, Jakarta 
Timur dengan wilayah paling luas yaitu 184.01 km2 dan Jakarta Pusat dengan 
wilayah paling sempit yaitu 54.46 km2 2.  

 
Setiap tahun penduduk Jakarta bertambah pesat, dari tahun 1950 sebanyak 

1.432.085 jiwa. Pada tahun 1960 penduduk Jakarta naik menjadi 2.910.858 jiwa. 

Pada tahun 1970 naik dua kali lipat menjadi 4.437.135 jiwa. Pada tahun 1980 

jumlah penduduk Jakarta adalah sekitar 6.503.449 jiwa, dengan pertambahan 

                                                
1 La Rose dan Upi, Pandangan Perempuan Tentang Jakarta Abad XXI, ( Jakarta: La Rose 

1999 ), hlm. 7. 
2 Edi Sedyawati, Sejarah Kota Jakarta 1950-1980, ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan 1986 ), hlm. 22. 

12 
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penduduknya selama periode sembilan tahun terakhir sebesar 4% per tahun (2,3% 

kenaikan alami dan 1,7% kenaikan migrasi)3. Kepadatan penduduk rata-rata adalah 9.909 

jiwa per km2, dengan kepadatan yang tertinggi berada di wilayah Jakarta Pusat, yaitu 

sebesar 22.682 jiwa per km2, sedang kepadatan yang paling rendah berada di wilayah 

Jakarta Utara, yaitu sebesar 7.011 jiwa per km.  

Dengan jumlah penduduknya lebih dari lima juta jiwa, jumlah ini akan 

berbeda pada saat siang hari dan juga pada malam hari. Banyak warga yang  

bukan penduduk Jakarta melakukan aktifitas di Jakarta hal ini berarti warga 

masyarakat membutuhkan transportasi untuk menujang kegiatan aktifitasnya 

sehari-hari di Jakarta. Seperti bekerja, sekolah, melakukan kegiatan bisnis, wisata, 

dan lain-lain. Perkembangan kota Jakarta pada tahun 1980, mengikuti master plan 

1965-1985.  

Berdasarkan rencana ini telah ditetapkan peruntukan wilayah kota agar 
memudahkan arah perkembangan kota, adapun pembagiannya sebagi berikut: 

1. Wilayah Pusat Pemerintahan. 
2. Wilayah Pengembangan Kebudayaan dan Kerohanian. 
3. Wilayah Pusat kegiatan Politik nasional dan Internasional. 
4. Wilayah Perdagangan dan Usaha. 
5. Wilayah Industri. 
6. Wilayah Kewismaan. 
7. Wilayah Rekreasi. 
8. Wilayah Perlengkapan-perlengkapan Kota serta Perhubungan4. 

 

Bentuk dan arah perkembangan kota Jakarta kemudian ditentukan dengan 

adanya pemekaran kota yang seimbang kesegala arah. Titik pancar perkembangan 

wilayah kota Jakarta adalah dari radius 15 km dari titik luar Tugu Monumen 

Nasional. Perkembangan wilayah Jakarta yang semakin meningkat mengubah 

                                                
3 Jakarta Dalam Angka1985, Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta 1984, hlm. 24. 
4 Loc. Cit., hlm. 117. 
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wajah kota Jakarta menjadi kota metropolitan. Ditandai dengan banyak 

bermunculan pembangunan gedung-gedung bertingkat  untuk perkantoran atau 

menjadi pusat perbelanjaan di sepanjang jalan M.H.Thamrin-Sudirman. 

Perkembangan ekonomi yang cukup baik saat itu, muncul pusat perbelanjaan baru 

dibeberapa tempat.  

Pusat perbelanjaan pertama di Jakarta, seperti Gajah Mada Plaza dan Ratu 

Plaza,  di Jl Jend Sudirman dan Sarinah di Jl M.H. Thamrin. Selain Sarinah yang 

pertama kali menjadi toserba pertama di Jakarta, muncul toko swalayan bernama 

Gelalel di Jl Hos Cokroaminoto. Pada pertengahan tahun 1980, mulai banyak 

tumbuh kompleks perumahan, rumah susun dan properti lainnya di Indonesia, 

khususnya di ibukota Jakarta.  

 Sebelum tahun 1980, dahulu pusat keramaian hanyalah sebuah pasar 

bukan mal. Pasar-pasar tradisional, ruko-ruko, dan toko-toko mendominasi  

industri ritel di Jakarta. Seperti di Pasar Grogol, Pasar Kopro, Pasar Blok M, Pasar 

Senen, Pasar Pagi Mangga Dua, dan Pasar Tanah Abang. Pertumbuhan ekonomi 

yang cukup tinggi akibat deregulasi perbankan di akhir tahun 1980 dan ditambah 

dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat mengakibatkan pembangunan 

pusat perbelanjaan berkembang pesat5. Sekitar tahun 1986-1987, baru 

bermunculan mall seperti Slipi Jaya, Blok M Mall dan Aldiron Plaza. Ditempat itu 

merupakan ikon pusat belanja di Jakarta untuk kalangan kelas menengah6.  

                                                
5 http://buletin.melsa.net.id/nop/1022/bandung_evolusi.html, Di Unduh Pada  Selasa, 15 Juni 

2010 Pukul: 09:30 WIB. 
6 http://aangsunu.wordpress.com/2010/07/15/ikon-melawai-muncul-kembali/, Di Unduh Pada  

Rabu, 16 Juni 2010 Pukul: 10:00 WIB. 
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 Lalu perkembangan Jakarta yang paling cepat dimulai dari tahun 1990. 

Dengan banyak dibangunnya pusat perbelanjaan seperti Plaza Indonesia ditahun 

1990 dan Plaza Senayan ditahun 1995. Sebagai tambahan dari beberapa pusat 

perbelanjaan tersebut dibangun di area segitiga emas dan di pusat kota. Selain itu 

jenis pusat perbelanjaan neighbourhood dan community juga bermunculan di 

daerah perumahan yang sudah mapan seperti Mal Pondok Indah dan juga di 

sepanjang jalan raya yang cukup ramai seperti Mal Taman Anggrek. 

Untuk tempat rekreasi pada tahun 1980-an Jakarta memiliki Taman 

Margasatwa Ragunan, Taman Ismail Marzuki, Planetarium, Taman Mini 

Indonesia Indah dan Ancol. Ancol yang berupa pantai telah terkenal sejak dahulu 

karena keadaanya yang telah tersedia secara alamiah, letaknya tepat berhadapan 

dengan muara agak jauh ke laut. Pada tahun 1950-an sebagian besar daerah 

Ancol masih dikuasai masyarakat. Pada tahun 1960-an Ancol mulai dikelola oleh 

Pemerintah Daerah untuk dijadikan tempat rekreasi bagi rakyat, menggantikan 

tempat rekreasi lama di Cilincing.  

Sesudah tahun 1966 Ancol berkembang menjadi sarana rekreasi yang 

dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain lokasinya yang strategis 

dan alamiah Ancol tidak hanya dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pentas untuk 

penyelenggaraan kesenian bagi masyarakat, tetapi juga fasilitas hiburan. Dengan 

diciptakan Ancol sebagai Taman Impian Jaya Ancol, terasa Pemerintah Daerah 

telah menyediakan fasilitas rekreasi yang sangat memadai bagi warga kotanya. 

Sebelumnya pada tahun 1972 telah dibangun Taman Mini Indonesia 

Indah. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah berskala nasional dan 
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internasional, sehingga melibatkan unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Direncanakan sebagai obyek wisata kemudian penggunaannya 

diresmikan oleh Presiden pada tanggal 20 April 1975. Sedangkan untuk bioskop 

di Jakarta banyak terdapat di Jakarta Pusat seperti, Bioskop Megaria, Bioskop 

Duta, Bioskop Grand dan, Rivol Jakarta Theatre yang merupakan bioskop 

termegah di Jakarta pada saat itu.  

Pembangunan gedung-gedung bertingkat, pusat perbelanjaan dan tempat 

rekreasi telah menumbuhkan pusat-pusat keramaian baru di pusat kota. Pusat 

kota Jakarta pun meluas ke arah Barat, Selatan dan Timur. Untuk daerah selatan 

seperti Cipulir, Cilandak, Cipete, Pejaten, Pasar Minggu, Cijantung. Untuk 

daerah timur seperti Klender, Pulo Gadung, dan Pondok Bambu. Sesuai dengan 

peruntukan wilayah untuk daerah pemukiman dipusatkan di Jakarta Selatan dan 

Jakarta Barat. Sedangkan daerah industri lebih ke arah timur sampai Bekasi.  

Selain itu muncul beberapa daerah seperti Tomang, Slipi, Palmerah, Cipete, 

Kuningan, Tebet, Cililitan, Rawamangun, Cempaka Putih dan Sumur Batu. 

Dengan tumbuhnya pusat keramaian dan munculnya beberapa daerah baru tentu 

membutuhkan sarana serta prasarana untuk mobilitas masyarakat.  

Sebagai penghubung untuk mencapai daerah-daerah tersebut dari daerah 

satu dengan daerah lainnya agar dapat menunjang aktivitas masyarakat sehari-

hari. Seperti kegiatan ekonomi, pemerintahan, kebudayaan. Digunakan 

transportasi berdasarkan pola angkutan umum dasar dengan bus dan kereta api. 

Namun tidak semua daerah dilalui oleh jalur kereta api, daerah yang tidak dilalui 



17 
 

kereta api akan diisi oleh bus dan dibantu dengan taxi, oplet dan kendaraan kecil 

beroda tiga.  

Untuk itu dibangun halte tempat pemberhentian bus dan terminal bus 

kota. Terminal bus kota yang terdapat disekitar Jakarta yaitu, Terminal Lapangan 

Banteng, terminal Blok M, Terminal Grogol, Terminal Cililitan, Terminal 

Rawamangun, Terminal Pulo Gadung, Terminal Tanjung Priok, Terminal Kota, 

Terminal Pasar Senen, Terminal Tanah Abang, Terminal Manggarai, Terminal 

Kampung Melayu.  

 
B. Kondisi Infrastruktur dan Transportasi di Jakarta Tahun 1980-an 
 

Memasuki tahun 1980, Jakarta sudah mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang cukup pesat, penduduk di Jakarta dan didaerah sekitarnya telah menciptakan 

peningkatan  arus yang cukup besar dalam lalu lintas di jalan raya. Pertambahan 

armada angkutan penumpang dalam kota dan kendaraan pribadi selalu bertambah 

jumlahnya. Kemudian tidak diimbangi dengan pertambahan luas dan lebarnya 

jalan yang digunakan untuk menampung arus lalu lintas. Tentunya hal ini 

berakibatkan sering terjadi kemacetan lalu lintas terutama pada jam-jam kerja 

disaat jam berangkat dan pulang kerja. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat kebijakan 

bersama untuk memperluas sarana transportasi. Di samping itu juga untuk 

menyelesaikan masalah kemacetan karena sering terjadi di jalan-jalan ibu 

kota Jakarta. Untuk itu dilakukan dengan cara pelebaran jalan, membangun 

jalan baru dan membangun jalan bebas hambatan atau jalan tol.  
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 Dibangunnya jalan bebas hambatan bertujuan untuk meningkatkan 

mobilitas penumpang  dan angkutan barang serta mendorong penyebaran 

pembangunan. Pembangunan Jalan tol sebelumya telah dilakukan pada tahun 

1973. Jalan tol sepanjang kurang lebih 60 km ini menghubungkan antara Jakarta-

Bogor-Ciawi. Merupakan jalan tol pertama yang di bangun Indonesia. Dana untuk 

pembangunannya didanai APBN dari pinjaman luar negeri.  

 Tahap awal pembangunan jalan tol ini hanya mencapai ruas Jakarta-

Citeureup kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Maret 

1978.  Pengelolaannya diberikan kepada PT. Jasa Marga sebagai modal awal 

perusahaan. Selanjutnya pembangunan tahap kedua dilanjutkan antara ruas 

Citeureup-Bogor. Tahap akhir pembangunan diakhiri di daerah Ciawi. Jalan tol 

tersebut kemudian dinamakan Jagorawi yang  merupakan singkatan kata dari 

Jakarta, Bogor dan Ciawi. 

Pengoperasian jalan tol Jagorawi ini menawarkan kemudahan pergerakan 

dari arah timur dan selatan Jakarta. Selain itu juga sebagai antisipasi kemacetan 

yang mulai bertambah di Jakarta. Akibatnya pembangunan jalan tol, terjadi alih 

fungsi lahan dari lahan pertanian dan hutan kota menjadi kawasan pemukiman dan 

industri. Pergeseran wilayah pemukiman ke arah timur dan selatan Jakarta. 

Kemudian terlihat besarnya arus perjalanan dari arah tersebut menuju ke pusat 

kota. 

Kemudian untuk didalam kota Jakarta dibangun jalan tol dalam kota. 

Sebagai cara mengurangi kemacetan jalan tol ini difungsikan menjadi Ring Road 

atau jalan yang memutari daerah pusat kota. Ruas ini terdiri dari ruas Cawang-
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Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Pluit sepanjang 25 km. Untuk ruas 

Cawang-Tanjung Priok-Pluit Pembangunannya dimulai dengan membangun jalan 

tol diatas jalan atau jalan tol layang (by pass) yang melewati ruas Jl Mayjen D.I 

Panjaitan, Jl Jend Ahmad Yani, Jl Laksamana Yos Sudarso. Pembangunan jalan 

tol ini dimulai tahun 1987 dengan menggunakan teknologi Sosrobahu. Konsep ini 

diciptakan oleh Ir. Tjokorda Raka Sukawati kemudian diresmikan oleh Presiden 

Soeharto tahun 1989. 

Teknologi Sosrobahu merupakan sebuah metode untuk membangun jalan 

tol layang dalam kota (elevated toll road) yang biasanya mengalami kendala lalu 

lintas dibawahnya ketika pembangunan. Dengan teknologi ini jalan yang berada 

dibawahnya tetap berfungsi. Ruas ini dibangun selain mengurangi kemacetan juga 

sebagai akses utama untuk dapat menyambung ke ruas Cawang-Semanggi-Pluit.  

Dilanjutkan oleh ruas tol Prof. Dr. Ir Sedyatmo yang menghubungkan 

Pluit dengan Bandara Internasioanl Soekarno-Hatta sepanjang 14 km. Selanjutnya 

untuk ruas tol di sekitar Jakarta dibangun ruas tol Jakarta-Tangerang yang mulai 

beroperasi pada tahun 1984 dengan panjang 28 km. Serta ruas terakhir yang 

dibangun pada akhir 1980-an adalah ruas tol Jakarta-Cikampek dengan panjang 

72 km. 

Selain membangun jalan tol juga dibangun jalan baru. Jalan baru yang 

dibuat adalah jalan layang dibangun disetiap persimpangan jalan sebagai salah 

satu solusi mengurangi kemacetan. Disamping itu juga dibuat peraturan dengan 

sistem satu lintasan dan lampu lalu lintas yang digunakan sudah dapat mengatur 

secara otomatis dengan sistem komputerisasi. 
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Pelebaran jalan juga dilakukan untuk dapat menampung volume kendaraan 

yang mulai bertambah jumlahnya. Walaupun di sejumlah ruas jalan Jakarta 

sedang dilakukan pembangunan jalan tol, namun hanya ditempat-tempat tertentu 

yang hanya mengalami kemacetan. Pada tahun 1990 fenomena kemacetan lalu 

lintas mulai sangat parah di jalan-jalan utama. Kemacetan terjadi di daerah sekitar 

komersial dan daerah perkantoran.  

Pertambahan armada angkutan dalam kota dengan berbagai jenisnya itu 

telah menimbulkan masalah ketertiban lalulintas. Kendaraan yang selalu 

bertambah jumlahnya tidak dapat diimbangi oleh luas dan lebarnya jalan yang 

diperlukan guna menampung arus lalu lintas. Kurang bertambahnya jalan 

mengakibatkan sering terjadi kemacetan lalu lintas di jam-jam kerja kantor. 

Pembangunan jalan tol ternyata tidak sepenuhnya dapat menampung semua 

kendaraan. Diakibatkan mulai banyaknya pengguna mobil pribadi, taksi truk dan 

mobil umum lainnya.  

Jakarta sebagai ibu kota Negara yang merupakan pusat dari segala 

kegiatan perekonomian serta mempunyai struktur penduduk yang padat tentu 

memerlukan sarana transportasi untuk menunjang kegiatan sehari-hari seperti ke 

kantor, sekolah, rekreasi dan lain-lain. Tentunya diharapkan kondisi transportasi 

yang baik dan memadai. Sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan dalam 

rencana induk bagian terbesar penduduk yang membutuhkan transportasi akan 

ditampung dengan angkutan umum berupa bus, bemo, taksi dan kereta api7. 

                                                
7 Edi Sedyawati, Op. Cit., hlm. 110. 
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Sebelum tahun 1980 sistem kereta api belum bisa dimaksimalkan untuk 

dipakai sebagai sarana angkutan penumpang dalam kota Jakarta maka yang 

sangat diandalakan adalah pola pengangkutan melalui jalan raya. Kurang luasnya 

jaringan kereta api menjadi kendala karena jaringan yang tersedia adalah jaringan 

yang membujur dari utara ke selatan dibagian sebelah timur pusat kota. Selain itu 

jika lintasan kereta api dimanfaatkan secara maksimal akan menghambat lalu-

lintas jalan yang melewati perlintasan kereta api. Untuk mengatasi permasalahan 

ini yang harus dilakukan adalah memindahkan jalur kereta api. Akhirnya jalur 

kereta api dipindahkan menjadi jalur kereta api layang (elevated railroad track). 

Jalur kereta api yang berada diatas tanah yaitu dari Manggarai sampai Kota.  

Kemudian setelah tahun 1980-an pola angkutan umum yang ditetapkan 

adalah berdasarkan pada pola angkutan umum dasar dengan kereta api dan bus. 

Angkutan umum pada dasarnya bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat 

walaupun jumlah kendaraan pribadi sudah mulai meningkat. Sebagai angkutan 

umum pelengkap adalah kendaraan-kendaraan kecil beroda tiga, taxi dan oplet.   

Kendaraan-kendaraan kecil beroda tiga dipergunakan untuk melayani rute 

jarak dekat. Kendaraannya seperti, Mobet, Helicak, Mebea, Bemo. Bemo 

merupakan kendaraan kecil beroda tiga yang banyak dikenal orang banyak 

mengenal transportasi umum di Jakarta terdiri dari Bemo bermerk Daihatsu, 

kendaraan roda tiga berpenumpang tujuh orang (satu di depan samping sopir dan 

sisanya di belakang), lalu Helicak, kendaraan bermotor roda tiga dengan 

maksimum dua penumpang di depan dengan sopirnya di belakang seperti becak, 
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kendaraan roda tiga tanpa motor yang rodanya dikayuh dengan gir berantai oleh 

sopirnya di belakang sedangkan penumpangnya duduk di depan8.  

Sebelumnya alat transportasi seperti becak masih sering digunakan dan 

memegang peranan penting sebagai alat transportasi, namun  penggunaan becak  

mulai dilarang pada awal tahun 1980 sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah 

DKI Jakarta untuk menghapuskan becak.  

Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan dalam usaha 

mengurangi pemakai kendaraan pribadi muncul sebuah transportasi yaitu taksi. 

Kendaraan roda empat yang bisa disewa ke mana saja dengan bayaran sesuai 

argometer, alat konversi jarak tempuh ke dalam rupiah. Taksi yang beroperasi 

pada saat itu berjumlah 6.165 unit kendaran9. Perusahaan yang beroperasi adalah 

President Taxi, Ratax, Morante, Cendrawasih dan Blue Bird.  

Setelah itu ada bus kota milik pemerintah yaitu PPD (Perusahaan 

Pengangkutan Djakarta) dan bus kota milik perusahaan swasta yaitu Gamadi, 

Merantama, SMS, Pelita Mas Jaya, Ajiwirya, Djakarta Transport, Mayasari 

Bakti, dan Medal Sekarwangi. Pada tahun tersebut bus kota sudah berjumlah 

3.490 unit bus10. Bagi pengangkutan umum antar kota dilayani oleh bus umum 

dan kereta api dan dipusatkan pada sebuah terminal pusat di Manggarai yang 

menjadi terminal pusat keluar dan masuk penumpang ke Jakarta.  

Pada tahun 1980 Lapangan Udara Kemayoran masih beroperasi tetapi 

hanya melayani pesawat kecil. Karena pada saat itu pembangunan Bandara 

                                                
8 http://yahyaagung.blogspot.com/2007/12/pesan-untuk-masa-depan-transportasi.html, Di 

Unduh Pada  Kamis, 11  Maret  2010 pukul: 21:00 WIB. 
9 Jakarta Dalam Angka 1984, Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta, hlm. 171. 
10 Ibid., hlm. 170.  
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Internasional Soekarno-Hatta sedang berlangsung letaknya di Cengkareng yang 

berada di luar Jakarta. Lokasi pembangunan bandara tersebut masih banyak 

menjadi tambak perikanan.  

Tempat ini dipilih karena jauh berada dari pusat kota yang banyak 

terdapat rumah-rumah penduduk. Akhirnya setelah selesai pembangunannya 

bandara kota Jakarta resmi dipindah dari lapangan udara Kemayoran ke Bandara 

Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng yang waktu itu adalah bandara 

termegah di Indonesia. Pertama kali digunakan hanya mempunyai satu terminal 

untuk penerbangan domestik dan mancanegara. 

Beberapa tahun kemudian mulai muncul jenis moda transportasi umum 

lain yaitu metro mini dan mikrolet. Metro mini merupakan sebuah nama dari 

perusahaan transportasi minibus yang berkantor di Jl Pemuda, Jakarta Timur. 

Selain metro mini terdapat angkutan minibus lainnya yaitu adalah Kopaja, Kopaja 

merupakan kepanjangan dari Koperasi Pengangkutan Jakarta. Sedangkan 

angkutan umum mikrolet adalah transportasi umum yang mengambil rute jarak 

pendek, kebanyakan mikrolet dahulu memakai mobil bermerk Toyota Kijang. 

Kapasitas angkut sebuah mikrolet hanya mengangkut sebanyak 13 penumpang, 

terdiri dari dua penumpang didepan disamping sopir dan sepuluh orang sisanya 

dibangku belakang yang tempat duduknya saling berhadapan. 

Tahun 1988, banyak terjadi perubahan di Jakarta. Taxi-taxi kuning yang 

tak nyaman lagi perlahan digantikan oleh taxi-taxi berwarna biru yang sudah 

memiliki AC didalam kabinya. Tentunya ini menjadi nilai tambah bagi sebuah 

taksi maka tidak heran pada saat itu taksi menjadi lambang eksklusifitas.  
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Memasuki tahun 1990, perlahan Jakarta sudah mulai terasa ramai. 

Kepadatan mulai banyak terjadi di jalan-jalan ibukota, sudah munculnya banyak 

kendaraan misalnya mobil, motor, bus, truk dan lainnya. Sementara kendaraan 

tradisional seperti becak, delman bahkan oplet sudah mulai ditinggalkan karena 

seiring dengan kemajuan zaman. Hingga akhir tahun 1990-an sekitar 4.598 unit 

bus kota yang beroperasi di Jakarta11. Diantaranya adalah PPD, Mayasari Bakti 

dan Steady Safe, sedangkan taksi sudah bermacam-macam perusahaan taksi yang 

beroperasi diantaranya Blue Bird, Pusaka, Cendrawasih, Kosti, Dian taxi, dan 

Prestasi. 

Transportasi yang ada belum cukup untuk menujang kebutuhan 

transportasi masyarakat Jakarta yang setiap tahunnya semakin meningkat. 

Kemudian pemerintah membuat kebijaksanaan angkutan, kebijaksanaan diambil 

untuk meningkatkan pelayanan armada angkutan terhadap masyarakat agar lebih 

baik. Usaha-usaha atau cara-cara yang dilakukan Pemda DKI adalah dengan 

menambah armada angkutan, dilaksanakan dengan memperbanyak jumlah bus 

Patas. Bus patas merupakan bus yang diandalkan, karena bus patas diciptakan 

untuk menghadirkan suasana aman, tertib, lancar, dan tepat waktu berangkat dan 

tiba di tempat tujuan. Patas merupakan kepanjangan dari Cepat Terbatas 

Memperbanyak angkutan Kereta Rel Listrik dan Kereta Rel Diesel yaitu 

dengan cara menambah jumlah rangkaian gerbong untuk dapat menambah 

kapasitas mengangkut penumpang untuk lebih banyak lagi. Bus tingkat 

dipergunakan sebagai sebuah pemecahan solusi transportasi diharapkan dengan 

                                                
11 Jakarta Dalam Angka 1991, Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta, hlm. 167. 
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adanya bus tingkat dapat menghemat pemakaian jalan namun bisa mengangkut 

penumpang dua kali dari bus biasa. Dalam satu unit bis tingkat dapat berfungsi 

ganda, atas dan bawah dapat menampung penumpang. 

Sistem ngetem atau berhenti disuatu tempat tidak diperbolehkan karena 

hanya membuat padatnya arus lalu lintas dan menambah kemacetan lalu lintas. 

Sebuah bus kota tidak diperbolehkan berhenti disembarang tempat kecuali 

terminal dan halte. Selain masalah tersebut, Pemerintah DKI Jakarta juga 

dibebankan tugas pokok yaitu mengurangi masuknya arus penduduk ke Jakarta. 

Tanpa adanya pengurangan perpindahan penduduk dari luar kota Jakarta maka 

permasalahan masalah transportasi tidak akan berubah dan akan bertambah rumit. 

Untuk mencegah agar Jakarta tidak terus berkembang melampaui daya 

tampungnya hingga menjadi megapolis yang tidak nyaman perlu ditumbuhkan 

kota-kota lain dan kawasan pengembangan di daerah sekitar Jakarta.  

Untuk mengurangi populasi penduduk didaerah utara dan selatan Jakarta 

dilakukan pengembangan wilayah yang meliputi kawasan Jakarta, Bogor, 

Tangerang dan Bekasi yang lebih dikenal dengan nama Jabodetabek. 

Pengembangan ini merupakan kerja sama pemerintah DKI Jakarta dengan Pemda 

Jawa Barat. Kerja sama pengembangan Jabodetabek ini diharapkan akan banyak 

membantu mengurangi tekanan kepadatan penduduk di Jakarta. Selain 

Jabodetabek dibuat cara untuk mengurangi kepadatan penduduk seperti 

transmigrasi, keluarga berencana dan pengembangan daerah pedesaan juga 

dilakukan agar tidak pindah ke Jakarta. 
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C. Lahirnya Perum PPD 

Pada tahun 1920 di Batavia terdapat dua perusahaan angkutan umum yang 

mengelola trem. Yaitu Netherland Indiesch Tranweg Maattschappij (N.I.T.M.) 

dan Bataviasch Electrisch Tranweg Maattschappij (B.E.T.M.), kedua perusahaan 

ini mengelola trem dan beberapa bus kota. Armada bus digunakan untuk melintasi 

jalan-jalan yang tidak dilalui oleh trem. 

Burgemeester kota Batavia pada tahun 1925 ketika itu dijabat oeh Ir. 

Voornemen menyarankan agar N.I.T.M dan B.E.T.M agar dapat digabung kedalam 

satu perusahaan12. Pelaksanaan perintah tersebut baru dilaksanakan pada tahun 

1930, akhirnya Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Perusahaan dengan nama 

Bataviasch Verkeers Maschscappij Naamloze Venoot (B.V.M.N.V.).  

Kemudian pendirian perusahaan ini ditetapkan dengan  akte notaris Mr 

Andrian Hendrik Van Ophuijsen Di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1930 tentang 

pendirian B.V.M.N.V13. Kemudian perusahaan gabungan ini memilih berkantor di 

Jl Kramat Raya no 21. Setelah terjadi penggabungan perusahaan ini mengelola 

trem dan bus serta mendatangkan beberapa bus baru. 

Pada tahun 1954 terdapat perubahan politik Pemerintah Republik 

Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Kerajaan Belanda memanas akibat 

pertentangan mengenai pengembalian Irian Barat kepada Pemerintah Indonesia. 

Akibat dari masalah ini mulai terjadi nasionalisasi perusahaan asing, terutama 

perusahaan milik Belanda.  

                                                
12 PPD, Angkutan Massa Sejak Zaman Belanda, Kompas, 1 Juli 1996, hlm 12. 
13 Ibid. 
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Tepatnya Pada tanggal 12 Juni 1954 B.V.M.N.V untuk keperluan umum 

dinasionalisasikan dan dikuasai oleh Menteri Perhubungan berdasarkan Undang-

Undang Darurat No. 10 tahun 1954. Sebagai tindak lanjut nasionalisasi, maka 

dengan akte notaris Mr. Raden Suwandi No.76 tanggal 30 Juni 1954 dan No.82 

tanggal 21 Desember 1954 B.V.M.N.V diubah bentuk hukumnya menjadi 

Perseroan Terbatas (PT) dengan nama “Pengangkutan Penumpang Djakarta” 

disingkat PT. PPD14.  

Dalam rangka Colombo Plan pada tahun 1956 PT. PPD mendapat bantuan 

dari Australia berupa bus sebanyak 250 unit. Australia sebagai negara tetangga 

memberikan bantuan kendaraan angkutan umum sejenis bus bertenaga diesel yang 

disebut “Leyland”15. Karena melihat kesungguhan dan keaktifan Indonesia untuk 

memelihara perdamaian.  

Colombo Plan yang diadakan di Colombo pada tanggal 28 April 1954 

diikuti oleh lima negara yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Sri Langka. 

Konferensi ini bertujuan membicarakan tentang pemerliharaan perdamaian dalam 

rangka mencegah terulangnya penjajahan atas bangsa oleh bangsa lainnya. 

Colombo Plan merupakan salah satu organisasi antar-pemerintah untuk 

Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Asia dan Pasifik16. 

Pada tahun 1957 kemudian dikeluarkan undang-undang baru untuk 

menggantikan Undang-Undang Darurat No. 10 tahun 1954 yang menjadi dasar 

terbentuknya PT. PPD, menjadi Undang-Undang No. 77 tahun 1957. Tahun 1960 

                                                
14 Perum PPD “Profil Perusahaan” Jakarta 2002, hlm. 2. 
15 Ibid. 
16 http://www.colombo-plan.org/cp/images/cp_ac/cp_ac_ap.asp?cm=3&cp_num=60. Diunduh 

Pada Rabu 7 Juli 2010 Pukul: 14.00 WIB. 
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Presiden Republik Indonesia Sukarno, memerintahkan agar trem dihapuskan dari 

jalan-jalan kota Jakarta. Sukarno berpendapat bahwa trem tidak cocok dengan 

kesan kota modern, karena trem tersebut tidak berada dibawah tanah17. Walaupun 

trem pada saat itu menjadi alat transportasi yang murah tetapi tetap dihapuskan 

dengan alasan, bahwa trem sudah tidak cocok lagi untuk kota sebesar Jakarta.  

Trem juga dianggap sebagai sisa-sisa kolonialis yang sangat berbau Eropa, 

merupakan sebuah ciri-ciri dari model kebarat-baratan. Dengan perkembangan 

penduduk di Jakarta semakin meningkat dan juga penghapusan trem untuk 

mengurangi kemacetan yang ada ketika itu. Karena trem dianggap menggangu 

lalu lintas, dengan bunyinya yang berisik, ketika melewati jalan besar akan 

berbunyi berdecit sehingga bunyinya sangat mengganggu. Trem pun pernah 

dibatasi kecepatannya ketika melewati jalan besar karena seringnya terjadi 

kecelakaan dan juga menabrak pejalan kaki.  

Dengan alasan itulah yang menyebabkan Presiden Soekarno berkeinginan 

untuk menghapus trem. Ketika itu walikota Jakarta Soediro berkeingin untuk 

melestarikan trem, dengan mempertahankan jalur trem dari Jatinegara melalui 

Matraman dan Kramat menuju Senen tetap beroperasi bagi para pedagang, 

ditolak18. Presiden Soekarno menganggap armada bus lebih modern dibandingkan 

dengan trem. Ketika trem dihapus, tidak diimbangi dengan jumlah bus yang 

banyak sebagai pengganti trem yang pada saat itu menjadi angkutan umum yang 

membantu bagi masyarakat Jakarta dan selalu diandalkan.  

                                                
17 Peter J.M.Nas, Jakarta-Batavia Esai Sosio-Kultural, (Jakarta: Banana KITLV 2007), hlm. 

247. 
18 Ibid., hlm. 248. 
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Gambar 1. : Bus Robur Buatan Bulgaria. 

   Sumber : Bus mania. 

 

Pengganti trem ialah bus-bus yang diimpor dari Eropa Timur, seperti 

merek Robur dan Ikarus. Robur merupakan bus buatan Bulgaria sedangkan Ikarus 

merupakan bus buatan Hungaria, setir bus yang terdapat disebelah kiri berbanding 

terbalik dengan jalan yang ada di Indonesia yang selalu berkendara disebelah kiri. 

Adanya bus ini cenderung dipaksakan oleh karena ketika itu politik kita yang 

”Progresif Revolusioner” sangat berpihak kepada Blok Timur yang sedang 

berkonfrontasi dengan blok barat. Blok barat dijuluki dengan nama Nekolim 

(Neokolonialisme, Kolonialisme, dan Imperialisme). Namun jumlah bus-bus dari 

Eropa Timur ini sangat tidak banyak. Sejak saat itu PT. PPD dikhususkan untuk 

menjadi perusahaan yang mengelola armada bus, melayani kegiatan usaha 

dibidang pelayanan angkutan bus kota. 
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Sampai pertengahan tahun 1960-an jumlah bus PPD sudah berjumlah 370, 

tapi tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan transportasi pada saat itu. Namun, 

karena perawatan yang kurang membuat hanya 40 bus yang beroperasi setiap saat. 

Kekurangan bus kemudian diisi oleh ribuan mobil angkutan kecil swasta, seperti 

bemo dan oplet yang lebih mendominasi jalanan ibukota. 

PT. PPD kemudian berganti badan hukum, dari Perseroan Terbatas 

menjadi Perusahaan Negara. Perubahan ini berdasarkan pada dibentuknya 

perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang 

No19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara pada tanggal 30 April 1960. 

Dengan dikeluarkan undang-undang tersebut maka pada tanggal 29 Juni 1961 

melalui Peraturan Pemerintah No. 205 tahun 1961 Pemerintah mendirikan 

Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta atau disingkat PN. PPD. 

kemudian  nama badan hukum PN resmi digunakan PPD.  

Pada waktu dibentuk PN. PPD berada masih dibawah naungan Menteri 

Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata. Namun hanya dua bulan 

PN. PPD berada dibawah pengelolaan Pemerintah Pusat, karena pada tanggal 1 

September 1961 diserahkan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.229 tahun 

1961 tanggal 20 September 196119. Pada Peraturan Pemerintah tersebut 

disebutkan bahwa PPD adalah sebuah Perusahaan Negara yang 

menyelenggarakan pengangkutan penumpang untuk umum dengan dengan 

                                                
19 Perum PPD, Loc. Cit. 
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kendaraan bermotor khusus dalam wilayah daerah swatantra sewajarnya dikuasai, 

diasuh dan dibimbing oleh pemerintah daerah setempat20.  

Pada saat itu Gubernur Jakarta, Ali Sadikin menggariskan kebijakan 

umum dalam pembinaan perusahaan daerah dan badan-badan lain, yakni 

memadukan fungsi perusahaan dan badan usaha itu sebagai suatu aparat pelaksana 

pelayanan masyarakat dan aparat pengembangan ekonomi daerah. Dalam 

melaksanakan usaha-usaha pembinaan dan pengembangan tersebut, pemerintah 

DKI Jakarta menganut empat prinsip pokok sebagai berikut: 

a. Perusahaan daerah harus dikelola dan disusun secara efektif dan efisien 
berdasarkan norma-norma ekonomi perusahaaan.semua usahanya harus 
dilakukan berdasarkan urgensi, pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan 
dapat dipertanggung jawabkan. Perusahaan daerah sebagai alat untuk 
melayani masyarakat harus dijalankan secara wajar dan bukan sebagai 
badan sosial. 

b. Pelayanan kepada masyarakat harus diberikan dengan baik sebagaimana 
seharusnya. Usaha harus dilakukan secara tertib serta berpegang pada 
prinsip perusahaan. 

c. Kepada perusahaan-perusahaan daerah diberikan otonomi yang luas agar 
lincah bergerak dan bertindak dalam mengembangkan usahanya dan dapat 
membiayai dirinya sendiri. 

d. Perusahaan daerah diberi kewenangan untuk mengadakan kerja sama, baik 
dengan swasta dalam negeri dan asing maupun dengan Pemerintah Pusat 
dan daerah lainnya. Hanya usaha-usaha yang bersifat pelayanan 
masyarakat yang tetap dikuasai dan dikendalikan langsung oleh 
Pemerintah DKI Jakarta. Kebijakan umum dan prinsip pembinaan tersebut 
dilakukan demi meningkatkan efisiensi pelayanan dan melaksanakan 
prinsip berdikari dalam pengusaan dan pengurusannya21. 
Kemudian dalam perkembangannya nama badan hukum PN. PPD 

diusulkan untuk diganti kembali menyusul untuk disesuaikan dengan 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 1969 

                                                
20 Ibid., hlm. 4. 
21 Daftar BUMND di Tahun 1970an, hlm. 319. 
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tentang tiga bentuk Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan tersebut 

pemerintah menetapkan tiga bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu: 

1. Perjan / Perusahaan Jawatan. 

2. Perum / Perusahaan Umum. 

3. Persero / Perusahaan Perseroan. 

Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 

1969 disyahkan menjadi Undang-Undang  No.9 tahun 1969. Nama badan hukum 

Perusahaan Negara yang ada pada PPD, tidak sesuai lagi dengan adanya Undang-

Undang No.9 tahun 1969. Dengan adanya Undang-Undang tersebut 

mengharuskan PPD berada dibawah pengelolaan Pemerintah Pusat. Tetapi 

keadaannya terbalik pada saat itu, PN. PPD sudah diberikan kepada Pemerintah 

DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.229 tanggal 20 September 

1961. Akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1981. PN. PPD 

yang semula dibawah naungan Pemerintahan DKI Jakarta kemudian dikembalikan 

lagi kepada Pemerintah Pusat dibawah naungan Departemen Perhubungan. 

Setelah berada didalam Pemerintah Pusat, PN. PPD kembali mengalami 

perubahan nama badan hukum. Nama Perusahaan Negara yang disandang oleh 

PPD berganti menjadi  Perusahaan Umum setelah dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah No.24 tahun 1981. Pada tahun 1983 pemerintah menetapkan Peraturan 

Pemerintah No.3 tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan pengawasan 

Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan 

Perseroan (Persero)22.  

                                                
22 Perum PPD, Op. Cit., hlm. 3. 
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Di Tahun 1984, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

untuk PPD, berdasarkan peraturan diatas maka Peraturan Pemerintah No.24 tahun 

1981 ditinjau kembali dan disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah No.32 

tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang 

Djakarta (PPD). Tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

No.13 tahun 1998 yang mengatur tentang status nama badan hukum suatu 

perusahaan khususnya yang berbentuk Perusahaan Umum. Akhirnya pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.91 tahun 2000 tentang Perum PPD yang 

diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2000 dan termuat dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 No.180. Sebagai perusahaan milik Negara, maka 

Perum PPD berada dibawah Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Sedangkan secara teknis Perum PPD sama seperti seluruh jenis armada angkutan 

kota lainnya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. 

 

1.Tugas Pokok dan Fungsi Perum PPD 

Perum PPD merupakan salah satu perusahaan angkutan umum milik 

pemerintah mempunyai tugas pokok dalam menjalankan kegiatan perusahaan. 

Sesuai dengan bunyi Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1984 pasal enam, tugas 

pokok Perum PPD adalah: 

a. Menyelenggarakan pengangkutan penumpang dengan mobil bus umum 

diwilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. 

b. Menyelenggarakan angkutan wisata. 
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c. Menyelengarakan angkutan khusus yang ditugaskan oleh Menteri 

Perhubungan23. 

Tugas pokok pertama, Perum PPD diharuskan untuk menyediakan 

pelayanan jasa angkutan bagi kemanfaatan umum, sebagai lembaga ekonomi 

negara yang berfungsi memupuk keuntungan berdasarkan dengan prinsip 

pengelolaan perusahaan, turut aktif dalam melaksanakan dan menunjang 

pelaksanaan kebijakan program pemerintah dibidang sosial ekonomi dan 

pembangunan pada umumnya serta menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa 

jasa angkutan bagi pemenuhan hayat hidup orang banyak. Tugas pokok kedua dan 

ketiga, dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut Perum PPD menjalankan 

usaha yang meliputi pengangkutan penumpang dengan bus umum di Jakarta dan 

sekitarnya, serta melayani angkutan wisata dan angkutan khusus yang ditugaskan 

oleh Menteri. 

Perum PPD mempunyai misi perusahaan sebagai berikut, mengusahakan 
dan mengembangkan pelayanan angkutan dijalan guna mengusahakan dan 
mengembangkan pelayanan angkutan dijalan guna mempertinggi kelancaran 
hubungan masyarakat untuk menunjang pembangunan negara dan bangsa dalam 
rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan 
makmur material dan spiritual berdasarkan pancasila24. 

 
Misi kedua, Perum PPD memiliki misi yang sangat luhur, yaitu sebagai 

salah satu usaha mewujudkan perekonomian Indonesia seperti yang diamanatkan 

dalam Pasal 33 UUD 45. Misi yang luhur tersebut jangan sampai kabur ataupun 

bahkan hilang dari pandangan masyarakat Indonesia, khususnya masayarakat kota 

                                                
23 Ibid., hlm. 4. 
24 Ibid. 
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Jakarta. Misi tersebut perlu dilanjutkan dan dikembangkan sebagai identitas 

perekonomian Indonesia. 

Untuk menyelenggarakan misi diatas, Perum PPD memiliki falsafah yang 

sekaligus merupakan landasan pola pikir dan kebijakan manajemen, yaitu: 

1. Menumbuh kembangkan profesionalisme dan semangat kejuangan dalam 

kegiatan pengembangan perusahaan berdasarkan teori dan kaidah-kaidah 

ilmu yang berkembang setiap saat. 

2. Kepuasaan masyarakat terhadap mutu pelayanan berdasarkan “Public 

Service” dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. 

3. Keterbukaan manajemen yang diarahkan pada terbentuknya budaya kerja 

yang kondusif melalui mekanisme interaksi dan komunikasi secara timbal 

balik didalam lingkup internal dan eksternal organisasi. 

Dengan demikian, maka disamping memberikan kontribusi bagi 

kemanfaatan umum dan pemenuhan hayat hidup orang banyak dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat. Perum PPD juga sekaligus berperan sebagai 

stabilisator dan dinamisator penyelenggaraan angkutan umum diwilayah Ibu kota 

Jakarta dan sekitarnya. Dalam penyelenggaraan angkutan ini bersifat umum 

artinya didalam pengoperasiannya mengangkut penumpang umum dan menunjang 

sektor ekonomi nasional. Disatu sisi perusahaan ini banyak menyantuni 

kepentingan masayarakat berpenghasilan rendah sementara disisi lain pada saat-

saat tertentu Perum PPD mendapatkan penugasan dari pemerintah seperti: 

1. Kegiatan penugasan Bersakala Regional (Wilayah DKI dan sekitarnya) 
A. Menyelenggarakan angkutan umum yang mempunyai fungsi sosial, seperti 

angkutan sekolah dan angkutan malam hari. 
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B. Menyelenggarakan pelayanan angkutan khusus sesuai dengan ketentuan 
yang digariskan pemerintah. 
 

2. Kegiatan Penugasan Berskala nasional 
A. Membantu penyelenggaraan angkutan lebaran pada tiap-tiap tahun. 
B. Membantu penyelenggaraan angkutan natal dan Tahun Baru. 
C. Menyelenggarakan angkutan jemaah haji. 
D. Membantu peneyelenggaran angkutan kegiatan remaja atau anak sekolah 

pada musim liburan. 
E. Membantu penyelenggaran angkutan Jambore nasional tahun 1996. 

 
3. Kegiatan penugasan Berskala internasional 

A. Membantu penyelenggaraan angkutan dalam rangka AIPO tahun 1993. 
B. Membantu penyelenggaraan angkutan dalam rangka KTT Non-Blok tahun 

1993. 
C. Membantu penyelenggaraan angkutan dalam rangka APEC tahun 1994. 
D. Membantu penyelenggaraan angkutan dalam rangka IAS tahun 199625. 

 

D. Penggabungan Perusahaan Bus Kota Swasta Tahun 1986 

Sebelumnya pada tahun 1967 pemerintah sudah  memberikan perhatian 

yang khusus terhadap problem transportasi yang ada di Jakarta. Pesatnya 

pertumbuhan kota jakarta sehingga banyak masyarakat membutuhkan alat angkut 

untuk mobilitas dalam menjalankan aktivitasnya. Sistem perkeretaapian masih 

belum memadai untuk dipakai sebagai pemecahan masalah transportasi karena 

pada tahun tersebut jaringan kereta api masih kurang luas, jaringan yang ada 

hanya melayani jalur utara ke selatan saja. Oleh karena itu pola angkutan jalan 

raya sangat diharapkan untuk dapat membantu pemecahan masalah 

ketersediaanya alat transportasi.  

Perum PPD yang sudah ada sejak tahun 1960 masih dirasakan kurang 

dapat membantu dalam memecahkan kebutuhan alat transportasi. Pemerintah pada 

masa gubernur Ali Sadikin akhirnya merencanakan pengembangan bisnis 

                                                
25 Ibid., hlm. 6. 
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transportasi di Jakarta oleh pihak swasta. Pengadaan bus kota tidak hanya 

mendapat perhatian Pemerintah Indonesia sendiri melainkan juga dari pemerintah 

Amerika Serikat yang juga berkeinginan membantu mengatasi problem 

ketersediaan alat transportasi di Jakarta. Syarat yang diajukan negara digdaya 

tersebut sederhana dan ringan yaitu pemerintah harus memberi kesempatan 

pengusaha swasta terlibat dalam persaingan pengelolaan angkutan26. 

Oleh karena itu, dalam rangka menumbuhkan sektor transportasi di 

Jakarta, pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk 

terlibat dalam pengelolaan transportasi di Jakarta. Keterlibatan itu adalah dengan  

memberikan izin membuka operator perusahaan bus kota swasta serta memberi 

keringanan  fasilitas kredit dalam pembelian bus impor untuk penggandaan bus 

kota. Diharapkan dengan kehadiran pihak swasta tercipta suasana persaingan 

sistem transportasi yang professional dan displin diantara para pengelola bidang 

usaha transportasi ini.  

Realisasi pengadaan bus ini dimulai antara tahun 1970 sampai 1975 

dengan kemunculan bus kota sebanyak 1000 unit yang dikelola oleh Sembilan 

perusahaan swasta ditambah dengan Perum PPD. Masing-masing operator 

perusahaan bus mendapat 100 unit27. Perusahaan bus swasta yang terlibat adalah  

Gamadi. Djakarta Transport, Saudaranta, Mayasari Bhakti, SMS, Medal 

Sekarwangi, Pelita Mas Jaya, Arion, Mobil Djakarta Transport, Bina Raya Jaya, 

Bangun Negara, Merantama, dan Solo Bone Agung. Bus yang digunakan pertama 

                                                
26 Selamat saragih, “Masa kelam Angkutan Umum di DKI Jakarta Tanpa Subsidi Pemerintah 

Akan Habis Termakan Usia”, Media Indonesia, 13 Juni 2001, hlm 6. 
27 Ibid. 
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kali oleh para Perusahaan swasta tersebut adalah bus Dodge 600 yang diimpor 

dari Amerika Serikat. 

 

 

Gambar 2. : Bus Dodge 600 dari Amerika Serikat 

 Sumber : Bus Mania. 

 

Rencana pemerintah menggandeng perusahaan swasta untuk menjalankan 

bus kota ternyata tidak membawa banyak perubahan dan jauh dari rencana yang 

diharapkan. Diawal tahun 1979 sebagian besar perusahaan bus kota swasta yang 

mempergunakan kredit perbankan sulit mengembalikan kreditnya28. Masalah 

tersebut kemudian makin membesar pada tahun 1982 ketika perusahaan-

perusahaan bus swasta mengalami kegagalan usaha yang membuat mereka 

mengalami kesulitan dalam membayar kredit bus impor tersebut kepada pihak 

bank. PPD juga sempat mengalami kesulitan yang sama tetapi masalah tersebut 

mampu ditangani karena perusahaan berada dalam naungan pemerintah.  

                                                
28 PPD ambil alih pengelolaan eks swasta, Kompas, Rabu 2 Januari 1985, hlm. 3. 



39 
 

Salah satu faktor sulitnya perusahaan swasta dalam membayar kredit ini 

dipengaruhi karena tarif untuk bus regular yang mereka layani terlalu rendah 

sehingga perusahaan tidak banyak mendapatkan untung dari tarif tersebut. 

Disamping itu bus Dodge 600 dari Amerika Serikat, merupakan bus yang 

mempunyai sasis pendek dengan bermesin bensin. Pemakaian bus bermesin 

bensin akan lebih boros dibandingkan dengan dari bus bermesin diesel. Oleh 

karena itu, dengan keuntungan yang sedikit dan pengeluaran yang besar untuk 

bahan bakar, membuat perusahaan bus kota swasta susah mendapatkan untung 

untuk membayarkan kreditnya kepada bank. 

Untuk mengatasi hal ini agar tidak terjadi kesulitan bagi masyarakat yang 

membutuhkan bus kota sebagai transportasi. Akhirnya pemerintah terpaksa 

mengambil alih utang pengusaha dengan kompensasi semua perusahaan bus 

swasta menjadi aset pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan menjadi 

pemegang modal Perum PPD29. Pengambilalihan manajemen pengelolan 

perusahaan bus kota swasta dilakukan oleh menteri keuangan. Menteri keuangan  

kemudian menyelesaikan pembayaran kredit yang terutang tersebut kepada pihak 

bank.  

Jumlah Bus-bus perusahaan bus kota swasta yang diambil alih oleh bank 

karena tidak mampu lagi membayar kredit seluruhnya sebanyak 774 unit30. 

Perusahaan-perusahaan bus kota swasta yang dialihkan ke pemerintah yaitu:  

1. PT Ajiwirya dengan sejumlah Bus, Pool, bengkel, kantor dan 
peralatannya. 

                                                
29 Media Indonesia, Loc. Cit. 
30 Diserahkan Aset Bus Kota Dari Depkue ke Perum PPD, Kompas, 2 Januari 1986, hlm. 3. 
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2. PT Arion dengan sejumlah bus, pool kelapa gading, bengkel, kantor 
masing-masing dengan perlengkapanya diesel pembangkit dan kendaraan 
dinas. 

3. PT Jakarta Transport sejumlah bus, pool, kantor, peralatan dan kendaraan 
dinas operasional. 

4. PT LL Muriasih Sejumlah bus, kantor, peralatannya dan kendaraan dinas 
operasional. 

5. PT Medal sekarwangi sejumlah bus, pool, kantor, bengkel dan 
peralatannya serta kendaraan dinas operasional. 

6. PT Sole Bone Agung sejumlah bus dan peralatan kantor. 
7. PT Saudaranta sejumlah bus, kantor, peralatan dan kendaraan dinas 

operasional. 
8. PT merantama sejumlah bus, pool klender, peralatan, dan kendaraan 

operasional31. 
 
Sesudah dipegang oleh Depkeu selama lima tahun, pengelolaan dianggap 

sudah dapat dilepas kembali untuk selanjutnya ditangani tenaga atau unit usaha 
yang professional. Depkeu memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan kepada 
Perum PPD lewat Dephub32.  

 
Dengan demikian seluruh kekayaan perusahaan bus kota swasta 

diserahkan kepada Perum PPD dianggap sebagai tambahan modal dari 

pemerintah. Selain kekayaan berupa bus dan bengkel namun seluruh karyawan 

perusahan bus kota swasta juga ikut diambil alih oleh pemerintah. Setelah 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1984 yang kemudian 

dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Perhububungan No. KM.262/AJ.004.Phb-

84 tanggal 31 Desember 1984, pemerintah melakukan penggabungan tujuh 

perusahaan swasta bus kota kepada PPD. Mulai  tanggal 1 Januari 1985 Perum 

PPD mulai  menerima penggabungan pengelolaan perusahaan bus kota swasta 

DKI Jakarta. Berikut nilai aset yang dimiliki perusahaan bus kota swasta: 

 

 
                                                

31 Belum Selesai, Penilaian Kekayaan 8 Perusahaan Bis-Kota, Kompas, 3 Oktober 1979, hlm. 
2. 
32 Kompas, Loc.Cit. 
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Tabel I 

Nilai Aset Yang Dimiliki Perusahaan Swasta 

Sumber : Profil Perusahaan Januari 1986, setelah penggabungan 
 

Perum PPD kemudian dibagi menjadi dua bagian, PPD I yang berasal dari 

PN. PPD memiliki pengemudi sebanyak 1.990 dan 2.747 kondektur. PPD II yang 

berasal dari bus kota swasta memiliki pengemudi sebanyak 1.962 dan 3.487 

kondektur. Adanya Penggabungan ini dimaksudkan untuk menyatukan 

pengelolaan perusahaan transportasi khususnya angkutan darat dibawah satu nama 

badan hukum yaitu Perum PPD yang dikelola pemerintah Pusat dengan status 

BUMN. Selain itu dimaksudkan untuk dapat memudahkan pengawasan, 

pembinaan dan pengembangan perusahaan angkutan bus kota di Jakarta. 

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1986 kekayaan Negara Republik 
Indonesia yang berasal dari perusahaan bis kota milik Swasta dan bus kota milik 
Bantuan Luar Negeri yang telah diterima oleh Perusahaan Umum Pengangkutan 
Penumpang Djakarta (PERUM PPD) serta suku cadangnya masing-masing, 
dipisahkan dari kekayaan Negara menjadi tambahan penyertaan modal Negara 
Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum Pengangkutan 
Penumpang Djakarta (PERUM PPD)33. 

 
                                                
33 Peraturan Pemerintah  No.39 Tahun 1986. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara 
Republik Indonesia ke Dalam Modal Perum PPD. 

No Jenis Aset Nilai Aset 

1 Depo (tanah dan bangunan) 1,7 Milyar 

2 Bus (598 kondisi tidak layak jalan) 20,8 Milyar 

3 Peralatan Inventaris dan Perlengkapan 

Bengkel 

152 Juta 

4 Karyawan 8.322 Orang 
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Secara resmi Perum PPD I dan Perum PPD II digabung menjadi satu 

perusahaan yaitu Perum PPD yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal 

Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) 

Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Berikut nilai aset yang dimiliki 

perusahaan bus kota swasta dan perbandingan aset kedua perusahaan tersebut. 

 

Tabel II 

Perbandingan Aset Perum PPD dan Perusahaan  Swasta 

 
No Kondisi Armada Perum 

PPD 
Ex Swasta Jumlah 

1 Siap Guna Operasi (SGO) 788 598 1.386 

2 Siap Operasi (SO) 602 509 1.111 

3 SDM 8.257 8.332 16.589 

4 Rasio Pegawai terhadap 
Jumlah Bus SGO 

10,4 : 1 13,9 : 1 11,9 : 1 

 
Sumber : Profil Perusahaan Januari 1986, setelah penggabungan. 
 

Didalam Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1986 terdapat tujuh unit 

perusahaan swasta yang bergabung dengan Perum PPD, tetapi sebenarnya 

perusahaan yang bergabung berjumlah 12 perusahaan swasta. Perusahaan ini 

memiliki trayek yang sama dengan Perum PPD yaitu melayani rute dalam kota 

Jakarta dan sekitarnya. 12 perusahaan tersebut yaitu: 
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1. Ajiwirya. 

2. Djakarta Transport.  

3. Medal Sekarwangi. 

4. Merantama. 

5. SMS. 

6. Gamadi. 

7. Pelita Mas Jaya.  

8. Arion. 

9. LL Muriasih. 

10. Sole Bone Agung. 

11. Saudaranta. 

12. Mobil Jakarta Transport. 



BAB III 

PERUM PPD SETELAH PENGGABUNGAN 

 

A. Aset Perum PPD 

Perum PPD memiliki sejumlah aset yaitu, satu buah gedung kantor pusat, 

satu buah wisma, 15 depo dan satu bengkel pusat. Depo merupakan  selaku unit 

usaha yang melaksanakan beberapa fungsi-fungsi seperti, operasi, teknik, 

keuangan dan personil1. Depo digunakan untuk menampung berbagai kegiatan 

seperti, pengelolaan keuangan, pemeliharaan bus, perawatan, perbaikan servis, 

pengendalian operasi bus. Selain itu depo juga sebagai tempat untuk menampung 

bus dengan segala kondisi, dari yang bus siap guna sampai bus siap guna operasi.  

 

Gambar 3. : Salah Satu Depo Perum PPD  

Sumber : Koleksi Pribadi. 

 

                                                
1  Wawancara  dengan Bapak Joko Sawalno, pada tanggal 17 Desember 2010 Pukul. 10.00 

WIB di Kantor Pusat Perum PPD Jl. Mayjen Sutoyo, Cawang Jakarta timur. 
 

44 
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Depo mempunyai fungsi yaitu: 

1. Mengurus kekayaan Perum PPD. 

2. Melakukan usaha pengoperasian bus.  

3. Melakukan pemeliharaan bus dan pekerjaan teknik. 

4. Melakukan pengelolaan keuangan. 

5. Melakukan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Depo. 

Kantor depo merupakan sebuah unit pelaksanaan teknis Perusahaan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi Perum 

PPD. Kantor depo dipimpin oleh kepala depo, dalam menjalankan tugasnya 

organisasi kantor Depo dibagi dalam beberapa divisi terdiri atas Divisi Operasi, 

Divisi Teknik, Divisi Keuangan dan Divisi Personalia dan Umum. Divisi-divisi 

ini membawahi unit awak dan unit bus. 

Divisi Operasi membawahi Dinas Pengendalian Operasi, Unit Awak dan 

Unit Bus. Divisi teknik membawahi Dinas Pemeliharaan Harian, Dinas Bengkel 

Depo dan Dinas Pengadaan. Divisi Keuangan membawahi Dinas Anggaran dan 

Akuntansi, Dinas Tata Usaha Keuangan dan Dinas Gudang. Divisi Personalia dan 

Umum membawahi Dinas Administrasi Kepegawaian dan Dinas Rumah Tangga 

dan Umum. 

Depo terbagi dalam beberapa unit sesuai dengan lintasan bus yang 

tergantung dari letak depo itu sendiri karena jarak depo dengan lintasan tidak 

boleh terlalu jauh. Lokasi Depo tidak berada jauh dari jalan utama atau akses 

masuk, sedangkan secara operasional mempunyai pertimbangan lain seperti letak 

strategis hubungannya dengan rute jaringan bus, serta tidak terjadi jenjang jarak 
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yang besar. Depo Perum PPD tersebar di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya, 

untuk wilayah Jakarta terdapat 11 depo.  

 

Tabel III 

ASET PERUM PPD 

 
No Depo Lokasi Luas (m2) Daya 

Tampung Bus 
1 A Ciputat 67.875 400 
2 B,T & UPU. 1 Cililitan 70.811 500 
3 C Cakung 98.000 220 
4 D Kedaung 80.000 220 
5 E Pulogadung 7.344 80 
6 F Klender 17.860 120 
7 G Cawang 9.251 100 
8 H Kramat Jati 51.000 220 
9 K Daan Mogot 19.366 60 
10 L Jelambar 12.335 80 
11 M Cakung 12.000 80 
12 N Depok 7.000 80 
13 P Tangerang 3.371 40 
14 Bengkel Pusat Narogong 120.750 - 
15 Kantor Pusat & Wisata Halim 20.331 50 
16 Wisma Mega 

Mendung 
2.950 - 

17 Tanah Depok 141 - 
18 Tanah Depok 186 - 
19 Tanah Ciracas 53.187 - 
20 Tanah Kalideres 63.050 - 

Jumlah  712.292 2.200 
Data diolah dari Perum PPD Tahun 2003. 

 

Terdiri dari depo Cililitan, Cakung C, kedaung, Pulo Gadung, Klender, 

Cawang, Kramat Jati, Daan Mogot, Jelambar, Cakung M, Halim. Sedangkan yang 
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berada disekitar wilayah Jakarta terdapat di Ciputat, Depok, Tangerang dan 

Bekasi. Luas setiap depo berbeda-beda tergantung dari banyaknya rute dari 

jaringan bus tersebut. Depo yang paling luas terdapat di depo C Cakung dengan 

luas 98.000 m2. Untuk depo yang paling kecil terletak di depo N Depok dengan 

luas 7000 m2. 

Depo A, B, C, D, M, N dan P merupakan depo yang dibangun pemerintah 

untuk Perum PPD. Sisanya merupakan depo milik perusahaan bus kota swasta 

yang diambil alih pemerintah. Seperti, Depo F yang berada di  klender dahulu 

dimiliki PT Djakarta Transport dan PT Arion, Depo J Cawang dahulu dimiliki PT 

Medal Sekar Wangi, Depo E Pulogadung  dahulu dimiliki PT Merantama, Depo H 

Kramat Jati dahulu dimiliki PT Sms, Depo K Daan Mogot dahulu dimiliki PT 

Gamadi, Depo G Halim dahulu dimiliki PT Pelita Mas Jaya. 

Untuk pengoperasian bus depo dibagi beberapa bagian yaitu, untuk bus 

tingkat berada di depo E Pulogadung, F Klender, G Halim, J Cawang, K Daan 

Mogot dan L Jelambar. Untuk bus gandeng hanya ditangani oleh depo H Kramat 

Jati. Sedangkan untuk bus satu lantai atau bus reguler, Patas dan Patas AC 

terdapat di depo A Ciputat, B Cililitan, C Cakung, D Kedaung, M Cakung, N 

Depok dan P Tangerang.  

Selain depo Perum PPD juga memiliki bengkel pusat walupun disetiap 

depo memiliki bengkel sendiri. Bengkel yang berada di depo digunakan hanya 

untuk pemeliharaan serta memperbaiki kerusakan yang ringan saja. Namun di 

dalam bengkel pusat merupakan tempat untuk memperbaiki bus yang memiliki 

kerusakan yang cukup berat misalkan terjadi kecelakaan, kebakaran di bus. 
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Kemudian bus dengan kerusakan parah tersebut akan diperbaiki oleh teknisi 

bengkel pusat hingga menjadi bus yang siap beroperasi kembali. Selain 

memperbaiki bus, dalam bengkel pusat juga sebagai tempat pemeliharaan, 

perawatan  bus seperti yang ada di depo juga sebagai tempat penyimpanan suku 

cadang. 

 

Gambar 4. : Salah satu aktivitas Perawatan bus di depo  

Sumber : Koleksi Pribadi. 

 

1. Alat Produksi 

Bus merupakan alat produksi yang dimiliki oleh Perum PPD. Sebagai 

BUMN pengelola angkutan umum di Jakarta Perum PPD lebih banyak 

mengoperasikan bus reguler. Karena Perum PPD ditugaskan oleh pemerintah 

sebagai penyedia angkutan murah melalui bus kota untuk masyarakat menengah 

kebawah. Selain bus reguler Perum PPD juga mengoperasikan bus Patas dan bus 

Patas AC. Bus yang dioperasikan oleh Perum PPD merupakan bus satu lantai 

dengan merk Mercedes Benz.  
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Perum PPD merupakan salah satu perusahaan angkutan umum yang 

pertama kali mengoperasikan bus tingkat dan bus gandeng. Hal ini dikarenakan 

perum PPD selalu mendapat bantuan bus dari pemerintah. Berikut grafik 

perkembangan bantuan bus oleh pemerintah kepada Perum PPD. 

 

Grafik  I 

Perkembangan Pengadaan Bus Bantuan Pemerintah 

 

Sumber: Profil Perum PPD 

 

Perum PPD sebagai perusahaan transportasi selalu mendapatkan bus 

bantuan dari pemerintah setiap tahunnya. Bahkan sebelum penggabungan 

pemerintah rutin membantunya. Sebelum penggabungan dengan perusahaan bus 

kota swasta Perum PPD memiliki 788 unit bus.  

Bergabungnya perusahan bus kota swasta juga atas permintaan pemerintah 

agar Perum PPD mendapat tambah modal berupa bus. Pada awal bergabung 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Bus tingkat Volvo

Bus tingkat Leyland

Bus Gandeng

Bus KTT

Bus lantai tunggal



50 
 

dengan bus kota swasta jumlahnya sudah mencapai 2.200 unit2. Perusahaan selalu 

mengandalkan bus bantuan dari pemerintah.  

Ketika mendapat bus bantuan dari pemerintah Dari 1985 sampai 1991 

Perum PPD menerima bantuan bus dari pemerintah sebanyak 1.670 unit3. Jika 

dilihat dari grafik diatas pada tahun 1983 bus yang diterima oleh Perum PPD 

sangat besar dengan jumlah 411 unit. Terdiri dari bus lantai tunggal dan bus lantai 

ganda atau bus tingkat. Namun pada tahun 1984-1985 pemerintah hanya 

memberikan bantuan berupa bus tingkat saja. Tahun 1986 ketika perusahaan bus 

kota swasta sudah bergabung ke dalam Perum PPD pemerintah memberikan 

banyak bus bantuan yaitu sekitar 300 unit dan setahun kemudian naik menjadi 400 

unit.  

Bantuan bus yang diberikan ternyata jumlahnya menurun pada tahun 

1988-1990. Tahun 1991 menjadi era terbaik bagi Perum PPD karena pemerintah 

memberikan bantuan yang lebih banyak lagi dari pada tahun-tahun sebelumnya 

yaitu berjumlah 452 unit. Bus yang diberikan merupakan bus lantai tunggal 

dengan merk Mercedes Benz. Tahun 1993 kembali menerima bantuan bus 

sebanyak 145 unit dan tahun 1997 sebanyak 90 unit. Setiap tahunnya rata-rata 

Perum PPD menerima tambahan bus baru dari pemerintah sekitar 238 bus per 

tahun.  

Tahun 1992, 1994, 1995, 1998, dan 1999 Perum PPD tidak menerima bus 

bantuan dari pemerintah. Pada tahun 1996 Perum PPD mengusahakan sendiri 

pengadaan armada busnya dari hasil penjualan sebagian aset perusahaan dengan 
                                                

2 Masa Kelam Angkutan Umum di DKI Jakarta Tanpa Subsisi Pemerintah Akan Habis 
Termakan Usia, Media Indonesia, 13 Juni 2001, hlm. 6. 

3 Muhamad Rochiq, “Dari Dulu Rugi Mulu”, Gamma, 17 April 2001, hlm. 76. 
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membeli sebanyak 100 unit bus. Pada periode 1993-2000 Perum PPD pengadaan 

bus sendiri  dengan jumlah 290 bus rata-rata pertahun 36 bus pertahun. Walaupun 

mendapat bus bantuan dari pemerintah tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal 

karena pada tahun 1992 jumlah bus menurun menjadi 1.771 dari 1.785 pada tahun 

1991.  

 

a. Bus Tingkat (Double Decker) 

 

Gambar 5. : Kanan Volvo, Kiri Leyland 

 Sumber : Bus Mania. 

 

Bus tingkat atau double decker milik perum PPD pertama kali beroperasi 

sejak 19784. Pengoperasian bus tingkat di Indonesia hanya dilakukan oleh Damri 

dan PPD saja. Bus tingkat yang dipakai di Indonesia hanya terdapat dua merk 

yaitu Leyland Atlantean yang berasal dari inggris, mesin yang berada dibelakang 

menggunakan transmisi otomatis. Serta Volvo Olympian dan Ailsa B55 buatan 

Swedia, menggunakan transmisi otomatis dan bermesin yang ada dibelakang. 

Berikut rute yang dilayani bus tingkat. 

                                                
4 Jumlah Bus Tingkat Akan Dikurangi secara Alami, Kompas, Jumat 5 Juni 1991, hlm. 7. 
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Tabel IV 

Rute Bus Tingkat 

Rute  Unit 

Blok m-Dr. Wahidin  15 

Kaliders –Blok M 31 

Kalideres-Pasar Senen  15 

Pondok Kopi-Harmoni  15 

Cililitan- Pasar Baru  15 

Cililitan-Tanjung Priok  30 

Cililitan-Kalideres  23 

Pulogadung-Pasar Baru  18 

Pulogadung-Tanah Abang  14 

Kota-Blok M  34 

Kota-Pulogadung  10 

Kalideres-Kota 21 

Cililitan-Blok M  8 

Cililitan-Harmoni  10 

Pulo gadung-Blok M  30 

Kalideres-Gunung Agung  18 

Cililitan-TMII 4 

Sumber : Diolah Dari Perum PPD 

 
Kedatangan bus impor ini dikarenakan adanya kebijakan mengenai 

angkutan kota yang harus dapat memuat penumpang sebanyak mungkin dan 

Untuk menanggulangi kebutuhan sarana angkutan di Ibu kota Jakarta. Hal ini 

yang menjadi kelebihan dari bus tingkat, hanya dengan satu bus dapat 

mengangkut penumpang setara dua bus biasa. Serta juga dapat menghemat 

pemakaian jalan karena ukuran panjang dan lebarnya sama dengan bus biasanya. 
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Daya angkut yang besar bus tingkat menjadi solusi sarana transportasi di daerah 

yang banyak penumpangnya. Disamping banyaknya kelebihan dari bus tingkat 

ternyata, memiliki juga berbagai macam kekurangan. Tidak semua jalan dapat 

dilalui oleh bus tingkat, dengan banyaknya fly over dan under pass di Jakarta 

sangat membatasi gerak dari bus ini. Beban yang besar menjadi dua kali lipat dari 

berat bus biasanya, mengakibatkan bus tingkat berjalan lebih lamban dari 

kebanyakan bus lainnya. Selain itu juga berbagai masalah teknis selalu saja terjadi 

pada bus tingkat, kendala teknisnya yaitu:  

1. Perbedaan suhu dan iklim Indonesia yang panas dan sering macet tidak 

cocok dengan mesin bus tingkat yang diimpor dari Eropa. 

2. Kontruksi bus tingkat yang rumit dan rawan terjadi hubungan arus pendek 

dan tak jarang sering terjadi kebakaran terutama dengan merk Leyland.  

3. Selain itu suku cadangnya yang harus diimpor dari luar negeri sangat 

menyulitkan bagi Perum PPD karena harus menanggung biaya ongkos 

yang tidak sedikit.  

4. Pengopersaian bus tingkat yang menggunakan teknologi digital sangat 

meyulitkan teknisi ketika melakukan perawatan sehari-hari. 

Dengan banyaknya kendala teknis pada tahun 1991 keberadaan bus tingkat 

Double Decker Leyland dan Volvo mulai dikurangi secara alami. Tidak terjadi 

lagi penambahan bus tingkat dan bus yang masih beroperasi pada saat itu 

dibiarkan habis masa pakainya sampai akhirnya dijual sebagai besi tua (bus 

konservasi). 
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B. Bus Gandeng (Articulated Bus) 

Perum PPD merupakan perusahan angkutan bus pertama kali di Indonesia 

yang mengoperasikan Bus gandeng atau biasa disebut dengan Bus Tempel. Bus 

gandeng yang bermerk Jinghua dengan type DD 690 dengan panjang hampir 18 m 

merupakan buatan pabrik China Dan Dong Automobile Works dan bus Ikarus 

buatan Hungaria. Bus gandeng ini berkapasitas 47 tempat duduk dan mampu 

mengangkut penumpang sebanyak 180 orang.  

  

Gambar 6. : Bus Gandeng merk Jinghua Kiri, Ikarus Kanan 

Sumber : Bus Mania. 

 

Bus memiliki tiga pintu untuk masuk dan keluar penumpang itu bisa 

melaju sampai kecepatan 70 km. Pada bentuk aslinya kemudi bus berada 

disebelah kiri, kemudian dirubah menjadi setir kanan untuk dioperasikan di 

Jakarta, seperti lazimnya kendaraan yang beroperasi di Indonesia bus yang 

diimpor dari cina tahun 1991 pada awal kedatangannya sangat mengejutkan 

karena sebelum bus ini masuk ke Indonesia harus sudah dikaji terlebih dahulu 

penggunaannya tetapi belum dikaji bus gandeng sudah datang lebih dahulu ke 
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Jakarta. Bus berjumlah 20 buah ini akhirnya baru dapat dioperasikan setahun 

berikutnya yaitu pada tahun 1992. Bus gandeng melayani rute sebagai berikut: 

A. Bus Gandeng BT 01 Blok M-Kota. 

B. Bus Gandeng BT 02 Pulogadung-Grogol. 

C. Bus Gandeng BT 03 TMII-Grogol. 

Bus gandeng BT 01 dan BT 03 beroperasi sebanyak tujuh unit sedangkan 

bus gandeng BT 02 sebanyak enam unit. Jumlah  bus gandeng yang beroperasi 

tidak banyak seperti bus tingkat dikarenakan bentuk bus yang lebih panjang 

sehingga sangat sulit bermanuver ketika berada dijalan yang sempit dan banyak 

tingkungan. Dalam perkembangannya bus gandeng tidak pernah ditambah 

jumlahnya. Karena bus ini sering menyulitkan pengemudi karena tanpa dilengkapi 

dengan power steering, rem tangan mekanis serta menimbulkan suara berisik. 

Disamping itu seringnya terjadi kerusakan teknis ketika beroperasi diduga bus ini 

dibuat dari bahan bermutu rendah. 

 Pada tahun 2000 tersisa hanya tiga unit bus gandeng, itu pun 

dipertahankan dengan cara saling menukar onderdil sesama bus gandeng buatan 

cina ini. Akhirnya secara perlahan-lahan bus gandeng menghilang dari jalan kota 

Jakarta.  

 

C.Bus RMB (Rute Mode Baru) 

Bus bermerk Mercedes benz tipe OH 408 Kapasitas angkut penumpang 

adalah 54 penumpang dengan berbahan bakar solar bus ini dapat mencapai 
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kecapatan maksimal 80 km/jam. Dilengkapi dengan dua buah pintu yang dapat 

dibuka secara otomatis (automatic folding door). 

 

Gambar 7. : Bus RMB  

Sumber : Koleksi Pribadi. 

 

Bus RMB merupakan bus yang pernah dipakai untuk mengangkut para 

delegasi pada Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Jakarta pada tahun 

1993. Ketika KTT selesai pemerintah memberikan sebanyak 130 bus kepada PPD 

untuk dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh PPD bus 

pemberian pemerintah ini digunakan sebagai bus Patas AC beroperasi dengan 

sistem RMB. Sistem RMB yaitu kepanjangan dari Rute Mode Baru, yang 

merupakan suatu system cara baru dalam  mengoperasikan bus yang lebih 

mengutamakan kenyamanan dan pelayanan terhadap penumpang menjadi utama.  

Dengan sistem ini pun penumpang diajak berdisplin yaitu dengan cara: 

1. Bus hanya berhenti untuk menaikan penumpang di halte, serta terminal 

selain di tempat itu bus tidak akan berhenti.  

2. Ketika masuk bus harus melalui pintu depan dan turun melalui pintu 

belakang dan harus mengantre secara tertib ketika naik dan turun dari bus.  
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3. Penumpang harus menyediakan uang pas ketika hendak membayar ongkos 

bus dan menaruh di box yang berada di dekat pengemudi.  

4. Jika seluruh tempat duduk sudah terisi penuh bus tidak akan lagi 

mengangkut penumpang. 

Dengan sistem pengoperasiannya yang berbeda dengan bus lainnya yang 

selalu mengandalkan sistem setoran, dimana mengharuskan pengemudi untuk 

memenuhi target yang diminta oleh perusahaan. Maka tak jarang pengemudi 

selalu berusaha untuk mendapatkan setoran dengan cara ngebut untuk 

mendapatkan setoran yang banyak serta bersaing dengan pengemudi-pengemudi 

lainnya. Dengan cara seperti itu maka pelayanan dan kenyamanan terhadap 

penumpang pun tidak diutamakan oleh pengemudi yang menjadi fokus utama 

hanya bagaimana mendapat setoran untuk hari itu karena gaji pengemudi dan 

kondektur tergantung dari setoran yang mereka berikan kepada perusahaan. 

Ciri pelayanan sistem RMB yaitu: 

1. Hanya terdapat pengemudi saja, tanpa kondektur. 

2. Uang pas, dibayarkan ketika memasuki bus tanpa karcis. 

3. Pelayanan teratur menurut jadwal waktu. 

Pengoperasian bus eks KTT ini merupakan sebagian usaha Perum PPD 

untuk mengatasi masalah lalu lintas di metropolitan Jakarta5. Dalam sistem RMB 

Perum PPD ingin memberikan contoh kepada perusahaan bus lain bahwa 

pengemudi harus diberikan gaji perbulan. Untuk dapat bekerja dengan optimal 

                                                
5 RMB Akan Diterapkan Pada Angkutan Umum di Jabodetabek, Kompas, Senin 17 Mei 1993, 

hlm. 7. 
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tanpa paksaan dengan begitu tuntutan untuk memberikan pelayanan kepada 

penumpang.  

Dengan menghadirkan rasa aman dan nyaman dapat dilakukan secara 

maksimal. Dalam satu bus hanya terdapat satu awak bus yaitu hanya terdapat 

pengemudi saja tidak ditemani oleh kondektur, pengemudi pun merupakan orang-

orang pilihan. Pelayanan bus ini teratur sesuai dengan jadwal dan dioperasikan 

dari pukul 05.30 sampai 19.30.  

Dengan diberlakukan tepat waktu atau time table ketika bus berangkat dari 

terminal berhenti di shelter dan tiba di jurusan akhir harus sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan. Sistem ini pun menjadi contoh untuk pengoperasian bus kota 

nantinya akan diterapkan pula pada seluruh angkutan umum dikawasan 

Jabodetabek. Kehadiran RMB diharapkan bisa membuat bus-bus tidak ngebut, 

penampilan bus akan lebih baik sehingga kendaraan lebih awet dan pelayanan 

kepada masyarakat akan lebih baik pula.  

Serta diharapkan dapat beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke bus 

RMB karena masyarakat menengah keatas di Jakarta juga membutuhkan angkutan 

umum yang layak.   

Rute-rute yang dilayani bus RMB adalah: 

A. Patas AC 11 Pulogadung-Grogol. 

B. Patas AC 12 Pulogadung-Lebak Bulus. 

C. Patas AC 13 Kampung Rambutan-Muara Karang. 

D. Patas AC 14 Kampung Rambutan-Ciputat. 

E. Patas AC 15 Lubang Buaya-TMII. 
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F. Patas AC 16 Rawamangun-Lebak Bulus. 

G. Patas AC 17 Bekasi-Tanah Abang. 

H. Patas AC 18 Depok Timur-Pulogadung. 

Dengan rincian Patas AC 11 dengan 11 bus, Patas AC 12 dengan 20 bus, 

Patas  AC13, Patas AC 15 dan Patas AC 17 dengan 15 bus, Patas AC 14, Patas 

AC 18 dan Patas AC 16 dengan 18 bus. Sistem RMB ini kemudian berjalan 

dengan baik, respon masyarakat pun cenderung positif karena kenyamanan 

bertambah. Tetapi dalam beberapa tahun sistem ini mulai menghilang. 

Penumpang yang mempunyai uang nominal besar sulit mendapatkan uang  

kembalian, sementara pengemudi tidak dibekali uang kecil. Pengemudi akhirnya 

menahan pembayaran dengan maksud untuk memberi kembalian, tetapi uang itu 

tertahan dan banyak yang terbawa pulang. Selain itu, banyak penumpang yang 

membayar dengan sepotong uang yang dilipat, sehingga terlihat seperti uang utuh.  

Kemudian bus eks KTT ini terlihat seperti aslinya karena bus dapat 

berhenti dimana saja untuk menaikan dan menurunkan penumpang. Pengemudi 

lebih suka menerima langsung dari penumpang dari pada menaruh ongkos di 

kotak uang (farebox). Saat jam padat, penumpang tetap ada yang berdiri didalam 

bus. Bus-bus RMB lalu dihapus karena kendala itu, padahal pada awalnya dari 

keuntungan bisa dibeli dua bus baru6. Selanjutnya bus RMB kembali ke sistem 

seperti kebiasaan bus-bus lainnya. 

 

 

                                                
6 Pengelola Harus Bertangan Besi, Kompas, 20 April 2001, hlm. 26. 
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Grafik II 

Perkembangan Alat Produksi (bus) yang Dimiliki Perum PPD 

 
 Sumber: Perum PPD  

 

Tahun 1985 bus yang siap operasi hanya 1.111 unit diantaranya banyak 

yang memerlukan perawatan dan tak sedikit yang tidak layak jalan. Untuk 

mengatasi hal itu Perum PPD harus melakukan peremajaan bus supaya dapat 

beroperasi lagi. Tetapi peremajaan tidak dioptimalkan maka dalam 

perkembangannya bus yang dimiliki Perum PPD cenderung memperhatinkan. 

Dari grafik terlihat perkembangan armada bus Perum PPD cenderung menurun 

setiap tahunnya.  

Pada tahun 2003, Perum PPD hanya memiliki Bus sebanyak 750 unit. 

Bus-bus tersebut digunakan untuk melayani penumpang yang terbagi dalam empat 

jenis bus, yaitu Bus Reguler 311 Unit, Bus Patas 157 Unit, Bus Patas AC 261 

Unit, Bus Wisata 21 Unit. 
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B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
 
 

Struktur organisasi merupakan gambaran dari kedudukan, tugas, 

wewenang, tanggung jawab dan hubungan antara satu bagian ke bagian lainnya. 

Hubungan atasan dengan bawahan atau sebaliknya dan masing-masing sub bidang 

yang terdapat didalam organisasi mempunyai rentang pengawasan sendiri. 

Organisasi dan tata kerja Perum PPD dibentuk dalam rangka menjalankan usaha 

perusahaan dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu. Kantor Pusat, 

Depo dan Bengkel. Fungsi organisasi ini adalah merupakan organisasi inti dalam 

perusahaan dan  berfungsi sebagai pengatur pengoperasian bus PPD.  

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.129/OT.002/Phb-86 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum PPD tanggal 23 agustus 1986, maka 
dibentuklah Organissai Tata kerja Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan 
Penumpang Djakarta dan disempurnakan dengan keputusan Menteri Perhubungan 
No.KM.16 tahun 2000. Sebagai tindak lanjut atas keputusan menteri tersebut, 
kemudian Direksi Perum PPD menyusun Organisasi dan Tata Kerja Depo dan 
Bengkel Pusat yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Perum PPD 
No.69/Sekr/XI/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depo dan Bengkel Pusat 
Perum PPD, pada tanggal 19 November 1986 dan disempurnakan dengan 
keputusan Direksi No.30/Sekr/V/2002 dan keputusan Direksi 
No.31/Sekr/V/20027.  

 
Organisasi yang telah disahkan ini disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan. Organisasi Kantor Pusat memiliki susunan terdiri atas Direksi, 

Pimpinan Perum PPD adalah Direksi. Direksi merupakan sebagai satu kesatuan 

yang berwenang membawahi empat Direktorat secara langsung. yaitu terdiri atas 

Direktorat Operasi, Direktorat Teknik, Direktorat Keuangan, Direktorat 

Personalia dan Administrasi Umum dan Satuan Pengawasan Intern Perusahaan.  

                                                
7 Perum PPD “Profil Perusahaan” Jakarta 2002, hlm. 2. 
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Masing-masing Direktorat bertindak sebagai anggota serta bertanggung 

jawab serta membawahi Sub Direktorat, masing-masing Sub Direktorat 

membawahi Seksi-seksi. 

Direktorat Operasi terdiri atas dua Sub Direktorat yaitu, Sub Direktorat 

Program Operasi dan Perencanaan Pengembangan, Sub Direktorat Pengendalian 

dan Pengamanan Operasi. Sub Direktorat Program Operasi dan Perencanaan 

Pengembangan membawahi tiga seksi yaitu, Seksi Trayek, Seksi Produksi, Seksi 

Perencanaan dan Pengembangan. Sub Direktorat Pengendalian dan Pengamanan 

Operasi membawahi dua seksi yaitu, Seksi Keamanan Tertib Operasi dan 

Kecelakaan/ganti rugi, Seksi Pengendalian dan Komunikasi. 

Direktorat Teknik terdiri atas dua sub direktorat yaitu, Sub Direktorat 

Pengadaan dan Bina Barang Teknik, Sub Direktorat Pengendalian dan 

Pemeliharaan. Sub Direktorat Pengadaan dan Bina Barang Teknik membawahi 

dua seksi yaitu, Seksi Perencanaan dan Pengadaan Barang Teknik, Seksi 

Pembelian dan Penggunaan Barang Teknik. Sub Direktorat Pengendalian dan 

Pemeliharaan membawahi dua seksi yaitu, Seksi Pengendalian dan Seksi 

Pemeliharaan. 

Direktorat Keuangan terdiri atas dua sub direktorat yaitu, Sub Direktorat 

Anggaran dan Akuntansi membawahi tiga seksi, Seksi Anggaran Pendapatan dan 

Biaya, Seksi Akuntansi dan Seksi Verifikasi. Serta Sub Direktorat Tata Usaha 

Keungan membawahi Seksi Administrasi keuangan dan Kas Bank dan Seksi 

Gudang. 
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Direktorat Personalia dan Administrasi Umum terdiri dari dua sub 

direktorat yaitu, Sub Direktorat Kepegawaian dan Sub Direktorat Administrasi 

Umum. Sub Direktorat Administrasi Kepegawaian membawahi dua seksi yaitu, 

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Seksi Pengangkatan, Mutasi dan 

pemberhentian. Sub Direktorat Administrasi Umum membawahi dua seksi yaitu, 

Seksi Tata Usaha Perusahaan dan Umum, Seksi Hukum, Organisasi, Tata Laksana 

dan Hubungan Masyarakat. 

Grafik III 

Sumber Daya Alam 

 

 
 
Sumber: Profil Perum PPD 
 
 

Sebelum terjadi penggabungan karyawan Perum PPD berjumlah 8.367 

orang, setelah penggabungan melonjak menjadi 16.634 orang. Setelah 

penggabungan jumlah karyawan Perum PPD tidak sebanding dengan jumlah 

armada. Pada tahun 1986 turun menjadi 16.589 karyawan. Jumlah karyawan 
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diperbanyak oleh kondektur yang mencapai dua kali lipat dari jumlah pengemudi. 

Kondisi seperti inilah yang harus diterima oleh Perum PPD. Karyawan hasil 

pelimpahan dengan beragam kondisi dan latar belakang pendidikan yang berbeda 

harus diterima. Berbeda dengan karyawan Perum PPD yang sebelumnya diberi 

pelatihan sehingga kinerjanya ketika bekerja maksimal.  

Grafik diatas terlihat pada tahun 1985 jumlah kondektur lebih banyak dari 

pada jumlah pengemudi ini disebabkan oleh gabungan dari perusahaan bus 

swasta. Dengan jumlah karyawan yang mencapai 16.634 tentunya sangat 

memberatkan Perum PPD. Karena jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah 

armada bus yang hanya berjumlah kurang dari 2000 ribu unit. Dari grafik diatas 

jumlah karyawan terlihat menurun setiap tahunnya namun penurunan jumlah 

tersebut masih terlampau sedikit jika dibandingkan dengan jumlah armada yang 

dimiliki.  

Sejak tahun 1986 baru pada tahun 1988 jumlah karyawan turun menjadi 

12000 karyawan. Pada tahun 1992 terdapat 12.208 karyawan kemudian 

diberhentikan sekitar 894 karyawan, 314 orang diantaranya karena terkena 

tindakan administrasi dan pelanggaran, 134 orang berhenti atas permohonan 

sendiri dan 105 dengan berbagai latar belakang, sedangkan sisanya 341 orang 

karena batas usia kerja yang sudah melampaui8. Kemudian pada tahun 1993 

jumlah karyawan Perum PPD menurun menjadi 11.314 karyawan. 

 Namun penurunan jumlah karyawan yang ada masih belum bisa 

memenuhi target rasio yang ideal yaitu satu banding empat. Artinya satu bus 

                                                
8 Dirut Perum PPD:Tahun 1993, PPD kurangi 894 Pegawai, Kompas, 13 Februari 1993, hlm. 

7. 
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dioperasikan oleh empat orang karyawan. Pada tahun 1995 Perum PPD kembali 

melakukan pengurangan karyawan dari 11.353, dikurangi menjadi sekitar 1.931 

karyawan. Akhirnya jumlah karyawan dapat menurun menjadi 9.422 karyawan. 

Untuk pertama kalinya sejak tahun 1986 jumlah karyawan pada tahun 1996 

berada dibawah angka 10.000. 

Pada periode bulan Agustus 1998 sampai bulan Mei 1999 Perum PPD 

berhasil mengurangi 2.023 orang dari 6.015 karyawan. Kemudian jumlah 

karyawan dapat ditekan menjadi 5.564 karyawan. Pengurangan yang terjadi 

selama beberapa tahun tersebut tetap saja belum cukup untuk mendekatkan rasio 

ideal penanganan bus. Untuk itu pada tahun 2003 dilakukan pengurangan dengan 

jumlah yang sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari 5.419 

karyawan dikurangi 3.500 orang dengan pengurangan ini diharapkan Perum PPD 

dapat bekerja secara optimal karena beban karyawan sudah menurun menjadi 

1.919 karyawan. 

Untuk mengatasi kelebihan karyawan ini Perum PPD sudah mengambil 

berbagai macam cara, tetapi cara yang diambil adalah dengan memperbanyak 

armada. Namun sering berjalannya waktu penambahan armada tidak kunjung 

datang yang terjadi armada bus yang ada minta untuk diperemajakan. Hal ini yang 

menjadi beban bagi Perum PPD. Mau tak mau akhrinya dengan merasionalisasi 

karyawan hingga mendekati jumlah armada yang ada. 
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C. Proses Penyehatan Perum PPD 

Setelah penggabungan terdapat tiga sektor yang membuat beban berat 

perusahaan yaitu, jumlah armada, biaya operasional perawatan bus, serta 

kesejahteraan karyawan itu sendiri. Dengan banyaknya karyawan Perum PPD 

harus bisa berjalan seperti normal. Dengan banyaknya jumlah karyawan tentunya 

Perum PPD harus menyediakan dana tambahan lagi untuk menggaji karyawan-

karyawan hasil pelimpahan tersebut. 

Pada tahun 1985 sebelum penggabungan jumlah bus PPD hanya 900 unit 

yang berada di tiga depo. Setelah penggabungan jumlah armada naik menjadi 

1.500 unit dengan menempati di 13 depo. Dengan bertambahnya jumlah bus dari 

hasil pelimpahan, seharusnya bisa membuat perusahaan ini semakin berkembang 

maju. Namun kenyataannya tidak seperti itu karena bus-bus swasta yang digabung 

kedalam Perum PPD kondisinya beragam, rata-rata terdapat kerusakan, rusak 

ringan, sedang maupun rusak parah sampai tidak layak jalan.  

Hal ini kemudian menjadikan masalah, karena jika ingin armada itu semua 

bisa beroperasi Perum PPD harus memperbaiki armada yang dengan berbagai 

macam kerusakan tersebut. Disamping juga harus dapat melakukan perawatan 

rutin terhadap bus-bus yang masih bisa beroperasi. Untuk itu Perum PPD harus 

kembali lagi menambah dana ekstra untuk perawatan bus karena bus yang sudah 

tua harus melakukan perawatan agar dapat bisa beroperasi. Pada tahun 1999 

jumlah bus Perum PPD 1.187 unit itu pun kondisi sangat memperhatinkan, Maka 
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tak heran bus-bus yang beroperasi dijalan-jalan ibu kota 68% ialah bus yang 

sudah berumur 10 tahun lebih9.  

Padahal bus yang umurnya lebih tua akan membuat biaya perawatan 

menjadi lebih mahal dan teknik perawatan harus dilakukan secara rutin supaya 

bus dapat bisa beroperasi kembali. Pada tahun 2003 Perum PPD memiliki 600 

kendaraan, tetapi hanya 450 kendaraan yang layak dioperasikan. Dari jumlah ini, 

hanya 30% yang berusia dibawah tujuh tahun. Selebihnya memiliki usia berkisar 

delapan sampai lima belas tahun10.  

Banyaknya masyarakat membutuhkan angkutan menjadikan kondisi ini 

sangat memperhatinkan bahwa disatu sisi pasarnya sudah tersedia banyak  namun 

tidak bisa dimanfaatkan karena terbatasnya jumlah bus akibat semakin 

menyusutnya jumlah armada. Kondisi ini semakin membuat Perum PPD tidak 

produktif dan sangat merugikan bagi Perum PPD. Berkurangnya jumlah armada 

dikarenakan kendala keuangan yang diderita Perum PPD juga diperparah dengan 

harga suku cadang bus yang mahal.  

Tentunya hal ini berakibat ketidakmampuan perusahaan melakukan 

perawatan sebagaimana mestinya akibat dari tingginya biaya onderdil atau suku 

cadang bus kota yang dibutuhkan. Apalagi setelah Indonesia dilanda krisis 

ekonomi harga suku cadang semakin tidak terjangkau oleh perusahaan. Padahal 

kebutuhan akan suku cadang sangat mendesak jika tidak terdapat suku cadang 

yang dibutuhkan maka otomatis bus tidak akan bisa berjalan untuk beroperasi.  

                                                
9 Kondisi Perum PPD Kritis, Kompas, 20 Juli 2000, hlm. 18. 
10 PPD Akan Berhentikan 3.500 Karyawannya, Kompas, 7 Maret 2003, hlm. 18. 
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Padahal misi Perum PPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 

tahun 1984 adalah menyediakan pelayanan umum, sekaligus memupuk 

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, menjadi harapan yang 

masih jauh untuk dicapai. Dengan kondisi seperti ini maka wajarlah jika sebagian 

bus PPD beroperasi apa adanya seperti tampilan bentuk yang kumuh, suara mesin 

menderu berat. 

Agar bus-bus yang rusak dapat beroperasi kembali yaitu dengan cara 

kanibal sesama bus PPD. Karena banyak bus PPD yang menderita kerusakan 

maka tak jarang Sebagian bus dari PPD yang rusak ini menjadi korban kanibal 

untuk memperbaiki kendaraan lebih baru11. Suku cadang  dari bus yang sudah 

rusak parah akan diambil untuk dipakai dibus yang rusak ringan atau mempreteli 

onderdil bus yang rusaknya lebih parah ke bus yang rusak ringan. Akibatnya, bus 

PPD yang nongkrong di pool tampak cacat, ada yang bannya lenyap, kaca depan 

tinggal sebelah, kaca jendela copot, bahkan banyak bus yang tidak punya 

perseneling dan mesin12. Maka tak jarang di depo perum PPD berbaris puluhan 

bus-bus yang hanya tersisa rangkanya saja, Bus-bus yang dapat beroperasi dapat 

dihitung dengan jari.  

Seharusnya sebuah perusahaan transportasi harus meremajakan armada 

busnya, karena bus adalah alat produksi yang paling vital bagi perusahaan tanpa 

bus perusahaan tentu tidak dapat berjalan. Tapi bagi Perum PPD meperemajakan 

armada merupakan hal yang tidak mungkin karena banyak keperluan yang lebih 

penting yaitu kesejahteraan karyawan. 
                                                

11 Selamat Saragih, Perum PPD Kesulitan Suku Cadang ‘Kanibalisme’Dilakukan agar Bus 
Bisa Beroperasi,  Media Indonesia, 21 Maret 1998, hlm. 5. 

12 Ibid. 
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Sejak berstatus sebagai Perum pada tahun 1981 PPD tak pernah dikelola 

oleh manajer yang professional13. Karena pimpinan Perum PPD berasal dari  

Depertemen Perhubungan mereka tak paham dengan persoalan teknis dilapangan 

dan menjadikan Perum PPD lahan untuk memperkaya diri sendiri. Sikap itu 

akhirnya ditiru oleh karyawan-karyawan yang selalu membuat korupsi pembelian 

spare part. Akhirnya Perum PPD tidak pernah untung terus merugi, dan tak pernah 

putus meminta subsidi kepada pemerintah agar dapat beroperasi. Perusahaan ini 

terkesan kalah bersaing dengan perusahaan angkutan umum lainnya, padahal 

Perum PPD didukung pemerintah. 

Selama ini kerugian yang terjadi hanya terdapat didalam tubuh Perum 

PPD. Ternyata selain faktor dari dalam terdapat juga kerugian Perum PPD dari 

faktor luar. Yaitu tarif dan dari ulah masyarakat sendiri sebagai pengguna bus 

Perum PPD. Perilaku mayarakat juga menjadi faktor kerugian bagi Perum PPD, 

bus-bus yang ada menjadi cepat rusak karena ulah masyarakat yang tidak 

bertanggung jawab. Misalnya aksi vandalisme dengan mencorat-coret di dalam 

dan luar bus, membuat bus menjadi kotor. Lihat saja tangan-tangan iseng yang 

mempereteli busa kursi bus atau mencoret-coret langit-langit dan body mobil14.  

Bahkan tak jarang bangku hilang atau rusak hingga memperteli 

kelengkapan bus. Bus PPD juga sering menjadi sasaran pelajar ketika terjadi 

tawuran pelajar. Kerusakan yang dialami bus PPD beragam, dari kaca depan yang 

pecah hingga bodi bus yang hancur15.  

                                                
13 PPD Merana karena Salah Kelola, Kompas, 28 Agustus 2000, hlm. 26. 
14 Bus Kota Bobrok, Manajemen Bobrok, Kompas,  9 Oktober 2000, hlm. 32. 
15 Akibat Ulah Pelajar, PPD Rugi Ratusan Juta, Media Indonesia, 7 Maret 1997, hlm. 3. 



70 
 

Akibatnya Perum PPD harus menanggung kerugian dan memperbaiki 

kerusakan-kerusakan tersebut. Rata-rata ada dua bus tiap hari yang dirusak 

masyarakat, khusunya pelajar, sehingga tiap bulan butuh biaya perbaikan akibat 

vandalisme sampai Rp 60 juta16. Seperti pada tahun 1991 jumlah bus yang dirusak 

sebanyak 421 bus dengan kerugian Rp 66,8 Juta/bulan. Lalu pada periode 1992-

1994 bus yang mengalami kerusakan sebanyak 3.250 bus dengan kerugian sbesar 

Rp 2,4 milyar. Kemudian pada tahun 1998 terdapat 429 bus mengalami keruskan 

akibat ulah masyarakat dengan kerugian Rp 166.759.529 juta.  

Kerugian–kerugian tersebut hanya untuk mengganti kaca-kaca yang pecah 

dan bodi bus yang rusak. Sebenarnya kerugian bisa lebih banyak jika dihitung dari 

pemasukan bus setiap hari. Karena bus yang mengalami perbaikan tidak dapat 

beroperasi satu sampai tiga hari. Jika bus tidak beroperasi tentu tidak akan bisa  

memberikan pemasukan kepada perusahaan. Kejadiaan-kejadian tersebut 

seharusnya tidak perlu terjadi jika masyarakat bisa menjaga fasilitas umum yang 

diberikan pemerintah untuk melayani dapat masyarakat. 

Walaupun bus PPD selalu disesaki penumpang tak menjamin pendapatan 

akan naik tak jarang banyak penumpang yang tidak mau membayar ongkos seperti 

pelajar juga kalangan masyarakat lainnya. 10% penumpang bus PPD tidak mau 

membayar ongkos. Mereka menganggap bus PPD adalah sebagai bentuk 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang seharusnya gratis tidak dipungut 

biaya. Memang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan jasa angkutan 

kota yang nyaman dan aman dengan biaya terjangkau.  

                                                
16 PPD Yang Didamba Sekaligus Dicaci, Kompas, 20 April 2001, hlm. 25. 
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Sebagai BUMN yang berada dibawah Departemen Perhubungan, Perum 

PPD memang tak ditargetkan untuk memburu untung. Misi utamanya Perum PPD 

adalah memberikan pelayanan angkutan perkotaan dengan menggunakan bus 

kepada masyarakat Jakarta terutama lapisan menengah ke bawah. Perum PPD 

digariskan untuk dikelola secara professional, agar mampu memenuhi kebutuhan 

diri sendiri dan kebutuhan operasional. Namun keadaan sekarang berbanding 

terbalik dengan tujuan awal. Justru Perum PPD selalu mengharapkan bantuan dari 

pemerintah, sebab untuk menggaji para karyawan tidak bisa bergantung kepada 

beroperasinya armada-armada bus.  

Pada Oktober 2002, pendapatan Perum PPD rata-rata Rp 8 milyar/bulan. 
Adapun total pengeluaran mencapai Rp 12,5 milyar/bulan, meliputi biaya 
operasional Rp 6,7 milyar dan gaji karyawan sebesar Rp 5,8 milyar. Setiap bulan 
perusahaan menderita kerugian Rp 4,5 milyar17. 

 
Akhirnya pembayaran gaji karyawan diambil dari subsidi yang diberikan 

pemerintah pusat setiap bulan. Sebagai BUMN yang mengelola angkutan umum 

untuk kawasan DKI Jakarta, Perum PPD memang terhitung BUMN yang sering 

kali menerima subsidi dari pemerintah karena selalu merugi18. Kesenjangan 

jumlah karyawan dan jumlah armada menjadi faktor utama Perum PPD Semakin 

bertambah tahun semakin memperbesar kerugian yang ada. Jumlah karyawan 

Perum PPD tahun 2003 berjumlah 5.337 orang meliputi 1.630 pengemudi, 931 

kondektur, 1.101 teknisi dan 1.675 staf administrasi. Dengan jumlah armada bus 

berjumlah 750 unit, dari jumlah itu pun hanya 450 unit yang bisa beroperasi.  

                                                
17 PPD Segera Jual Enam Depo Untuk Penyehatan, Kompas, 14 April 2003, hlm. 17. 
18 Pemerintah Beri Dua Opsi untuk PPD, Media Indonesia, 9 April 2002, hlm 2. 
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Dari jumlah itu, 85% berusia diatas 10 tahun dan sisanya antara 7-10 

tahun19. Jumlah karyawan sebanyak itu tidak seimbang dengan armada bus maka 

rasio SDM dan armada adalah 1:12. Hal ini sangat tidak baik bagi perusahaan 

karena satu bus harus membiayai kehidupan 12 orang karyawan. Perbandingan itu 

membuat tingginya biaya untuk gaji karyawan setiap bulan.  

Defisit yang terjadi semakin lama semakin tinggi, bahkan untuk membayar 

gaji pegawainya yang berjumlah 5.554 orang saja tidak cukup. Apalagi untuk 

membiayai operasi busnya yang hanya berjumlah 526 unit, 60% diantaranya 

berusia diatas sembilan tahun. Pemasukan dari pengoperasian bus ternyata tidak 

cukup untuk perawatan bus dan juga gaji karyawan, akibatnya kalau menutup 

biaya operasi maka karyawan tidak akan bisa menerima gaji setiap bulannya.  

Hal ini yang membuat perusahaan tidak mampu membayar gaji pegawai 

dan membiayai pemeliharaan bus sesuai standar20. Seharusnya untuk sebuah 

perusahaan merupakan suatu hal yang merugikan jika memiliki banyak 

karyawam, meskipun tujuannya untuk membantu pemerintah mengatasi 

permasalahan pengangguran. Rasio yang ideal adalah satu banding lima yaitu satu 

bus untuk menghidupi lima orang karyawan.  

Melihat kesenjangan antara jumlah karyawan dan jumlah armada yang 

tidak berubah setiap tahunnya maka harus diambil langkah berani untuk 

menyelamatkan Perum PPD. Jika tidak perusahaan ini terancam bangkrut karena 

kerugiannya setiap tahun bertambah banyak. Kerugian-kerugian Perum PPD bisa 

dilihat digrafik dibawah ini: Berikut daftar kerugian Perum PPD:  

                                                
19 Pilihan Berat Bagi PPD: Jalan Terus Atau Bubar, Kompas, 17 Maret 2003, hlm. 19. 
20 Keresahan Ribuan Karyawan PPD Memuncak, Kompas, 15 Oktober 2003, hlm. 17. 
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Grafik IV 

Daftar Kerugian Perum PPD 1981-2003

 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2003 

 

Jika dilihat dari grafik diatas sebelum tahun 1986 Perum PPD sudah 

mengalami kerugian. Walaupun kerugian tersebut masih dibawah 10 milyar. 

Tahun 1987 kerugian melesat naik menjadi 22 milyar namun cenderung turun di 

tahun 1988, 1989, sampai tahun 1990. Pada tahun 1990 terdapat penambahan bus 

dari pemerintah akhirnya dapat menekan kerugian sampai di bawah 5 milyar. Di 

tahun 1991 kerugian Perum PPD naik drastis hingga mencapai 20 milyar. 

Kemudian kerugian naik terus sampai pada tahun 1996 kerugian dapat ditekan 

karena adanya penjualan kantor pusat Perum PPD di Jl Kramat Raya.  

Pada tahun 1997 kembali Perum PPD mengalami kerugian hingga pada 

tahun 2000 mencapai 51 milyar. Diakibatkan adanya efek dari krisis moneter yang 
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terjadi pada tahun 1998. Pada tahun 2001 pemerintah memberikan Perum PPD 

bantuan sehingga dapat menekan kerugian Perum PPD sampai 20 milyar. Di 

tahun 2002 dan 2003 keuangan Perum PPD mulai goyah karena armada yang 

beroperasi dengan jumlah karyawan tidak seimbang. Sehingga Perum PPD 

mengalami kerugian untuk pertama kalinya mencapai 68 milyar.  

Untuk mengakhir masa krisis keuangan Perum PPD timbul sebuah wacana 

dari pemerintah, yaitu dengan dua pilihan yaitu likuidasi atau restrukturisasi. 

Wajarnya kalau perusahaan sudah merugi, perusahaan lebih baik tutup atau 

dilikuidasi sehingga kerugian tidak akan makin memberatkan pemiliknya. Namun, 

pemerintah dan masyarakat golongan bawah di ibu kota tidak menyetujui jika 

Perum PPD harus dilikuidasi.  

Sebelumnya memang ada usulan melikuidasi Perum PPD, tetapi biayanya 

lebih mahal ketimbang restrukturisasi21. Bagi pemerintah, langkah ini merupakan 

kemunduran karena artinya pemerintah dianggap gagal melaksanakan layanan 

angkutan umum bagi warganya. Likuidasi Perum PPD akan sangat merugikan, 

terutama bagi mereka, masyarakat yang berpenghasilan rendah.  

Likuidasi juga akan berdampak sosial terhadap pegawai dan keluarganya, 

dianggap mahal karena akan membuat pemerintah harus mengeluarkan biaya 

sekitar Rp 337 milyar. Uang itu akan digunakan untuk membayar pesangon 

pegawai sebesar Rp 278 milyar. Untuk seluruh karyawan Perum PPD yang 

berjumlah 5.337 sedangkan Perum PPD tidak mempunyai uang sebanyak itu.  

                                                
21 Tangisan PPD Sama Dengan Tangisan Kita, Kompas, 24 April 2001, hlm. 27. 
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Akan tetapi, jika pemerintah mempunyai uang sebesar itu sebaiknya 

digunakan untuk memperbaiki rasio perbandingan bus dengan karyawan dengan 

cara penambahan alat produksi agar Perum PPD tetap beroperasi. Dengan uang itu 

akan didapat sekitar 900 bus baru kelas ekonomi yang harganya Rp 375 juta/bus. 

Kalaupun pemerintah tidak mempunyai uang sebanyak itu, langkah yang paling 

awal dilakukan restrukturisasi dengan cara  merekondisi bus-bus rusak dengan 

membeli mesin baru dan suku cadang untuk bus agar siap beroperasi kembali. 

Biaya yang dibutuhkan untuk  penyegaran  303 bus diperkirakan sekitar Rp 35 

Milyar.  

Akhirnya pemerintah memutuskan untuk merestrukturisasi Perum PPD, 

Restrukturisasi dipilih karena berbiaya sangat murah dibandingkan dengan 

Likuidasi.  Pada tahun 2003 rasio jumlah armada dengan karyawan berjumlah 

1:10. Restrukturisasi menjadi jalan terbaik yang selain menegaskan tanggung 

jawab pemerintah juga memenuhi kebutuhan masyarakat golongan bawah yang 

mendambakan angkutan murah22. 

Untuk merestrukturisasi Perum PPD harus mengurangi karyawan untuk 

mendapatkan rasio ideal. Agar rasio jumlah armada dan pegawai 1:5, karyawan 

Perum PPD dikurangi karena jumlah armada yang ada sangat sedikit dibanding 

jumlah karyawan. Pertama dengan menambah jumlah alat produksi paling tidak 

sebanyak 500 unit atau melakukan rasionalisasi kepada 2.500 karyawannya23. Jika 

hanya menambah armada saja terkesan tidak efektif karena karyawan yang 

berusia usia diatas 50 tahun dan tidak produktif tetap dipertahankan. Seharusnya 
                                                

22 Pengelola Harus Bertangan Besi, Kompas, 20 April 2001, hlm. 26. 
23 Slamet Supriyadi, “Bus Rakyat Yang Sekarat”, Forum Keadilan No 41, 16 Februari 2003, 

hlm.81. 
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karyawan harus benar-benar produktif agar Perum PPD bisa segera cepat pulih 

dari permasalahan ini. 

Jalan yang dipilih oleh Perum PPD akhirnya harus mengurangi jumlah 

karyawan yang ada, ditambah dengan sebuah rencana dengan penambahan 

armada. Diharapkan dengan adanya strategi ini Perum PPD semakin cepat pulih. 

Pengurangan karyawan yang selalu dihindarkan oleh Perum PPD  akhirnya tidak 

dapat dipertahankan lagi. Karena keuangan Perum PPD sudah tidak mungkin lagi 

menopang ribuan karyawan.  

Sebelumnya Perum PPD pernah mengurangi karyawan pada tahun 1993 

Sebanyak 894 karyawan dari 11.314 karyawan, lalu pada tahun 1995 sebanyak 

1.931 karyawan dari 11.353 karyawan menjadi 9.422 karyawan. Namun 

pengurangan yang terjadi pada tahun 2003 merupakan terbesar yang pernah 

terjadi di Perum PPD. Dari 5.419 Karyawan pada tahun 2003, akhirnya 3.500 

karyawan harus dikurangi. 2.500 karyawan yang dikurangi merupakan dipilih dari 

karyawan yang sudah tidak produktif lagi sekitar 30% karyawan berusia diatas 50 

tahun. Terutama bagi karyawan yang berstatus sebagai pengemudi dan kondektur.  

Dengan memberhentikan 3.500 dari 5.419 karyawan.merupakan sebuah 

langkah terpaksa yang harus ditempuh sebagai jalan terakhir mengatasi krisis 

keuangan yang menimpa satu-satunya perusahaan angkutan bus milik pemerintah 

itu sejak pertengahan tahun 2002. Ke 3.500 karyawan yang akan diberhentikan itu 

telah bekerja di perusahaan tersebut selama 15-30 tahun. 

Atas pengabdian mereka yang amat lama dengan pengorbanan tinggi, 

manajemen Perum PPD merencanakan memberikan pesangon rata-rata Rp 50 
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juta/orang. Dengan adanya rasionalisasi tersebut, dana yang dibutuhkan untuk 

pesangon mencapai sekitar Rp 116 miliar.  

Diharapkan dengan adanya pengurangan besar-besaran ini Perum PPD  

dapat menyetuh angka rasional karyawan dan armada menjadi rasio 1:5, dimana 

perusahaan dapat berjalan tanpa beban berat lagi. Disatu pihak harus memberikan 

pelayanan pada masyarakat, dipihak lain harus membiayai kegiatan operasional 

yang semakin tinggi, yang membawa akibat kerugian bagi perusahaan24. 

Setelah rasionalisasi, untuk menjaga kelangsungan hidup Perum PPD, 

dibutuhkan penambahan bus bukan baru yang mencapai sekitar Rp 22,5 miliar. 

Jika dihitung-hitung, total dana yang dibutuhkan mencapai hampir Rp 200 

miliar25. Mengingat perusahaan tidak memiliki dana sebanyak itu, pilihan terburuk 

yang kemungkinan ditempuh adalah dengan menjual sebagian aset milik Perum 

PPD.  

Sebelumnya Perum PPD pernah menjual aset, dengan alasan yang sama 

yaitu penyehatan. Ketika itu kantor pusat Perum PPD yang berada di Jl Kramat 

Raya dilepas. Hasil dari penjualan tersebut untuk membeli 100 bus Patas AC 

dengan merk Ikarus berbahan bakar gas. Depo yang akan dijual untuk proses 

restrukturisasi yaitu, Depo A Ciputat, Depo B Cililitan, Depo C Cakung, Depo D 

kedaung, Depo E Pulogadung, Depo F Klender, Depo G Cawang, Depo H kramat 

Jati, Depo K Daan Mogot, Depo M Cakung. Serta tanah milik Perum PPD yang 

berada di Kalideres dan Ciracas. 

                                                
24 Tiga BUMN Kesulitan Likuiditas, Media Indonesia, 22 September 1998, hlm. 2. 
25 Menghadapi Masa Depan Suram, Karyawan PPD Memilih Rasionalisasi, Kompas, 10 
Oktober 2003, hlm. 18. 
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Dengan cara seperti itu diharapkan dapat menyehatkan kembali Perum 

PPD dari krisis keuangan, termasuk rencana peremajaan bus yang sudah tua. 

Hanya saja, porsi terbesar dari hasil penjualan itu Rp 208,20 Milyar ternyata harus 

digunakan untuk biaya pesangon dan melunasi utang-utangnya26. Dari penjualan 

depo diharapkan dapat menghasilkan dana sebesar Rp 278,7 milyar untuk proses 

penyehatan berikutnya. Membutuhkan dana Rp 278,70 milyar dana tersebut akan 

digunakan untuk biaya pengurangan 3.519 pegawai yang dananya diperkirakan 

akan mencapai Rp 167,65 milyar. Untuk pengembalian dana rekondisi berupa 

pembelian bus baru dan perawatan 600 bus yang ada pada ssaat ini dianggarkan 

Rp 24,1 milyar. Setelah melakukan pengurangan karyawan untuk dapat bisa 

beroperasi Perum PPD melakukan penambahan armadanya sendiri tanpa bantuan 

pemerintah.  

Setelah bergabungnya perusahaan bus kota swasta dengan Perum PPD, 

pengembangan bus kota bukan semakin membaik melainkan tambah buruk27. 

Perum PPD seharusnya bisa tampil kedepan dibanding dengan perusahaan bus 

kota lainnya. Ketika masih jaya, Perum PPD itu yang menjadi contoh, misalnya 

sistem penggajian yang diterapkan untuk pengemudi.28 Karena sistem penggajian 

yang diterapkan pengemudi dalam menjalankan tugasnya tidak akan dikejar-kejar 

setoran. 

 

 

                                                
26 Pilihan Berat Bagi PPD: Jalan Terus Atau Bubar , Kompas, 17 Maret 2003, hlm. 19. 
27 Selamat Saragih, Masa Kelam Angkutan Umum di DKI Jakarta Tanpa Subsisi Pemerintah 

Akan Habis Termakan Usia, Media Indonesia, 13 Juni 2001, hlm. 6. 
28 Karyawan PPD Kembali Resah Karena Gaji Belum di Bayar Lagi, Kompas, 8 Agustus 2003, 
hlm. 18. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) 

merupakan salah satu bentuk perusahaan transportasi yang melayani kebutuhan  

masyarakat umum. Pada tahun 1954 ketika PPD masih bernama PT. PPD, lahir 

sebagai hasil dari nasionalisasi sesuai dengan Undang Undang Darurat No. 10 

tahun 1954. Pengnasionalisasian ini terjadi sebagai wujud dari kehendak bangsa 

Indonesia untuk mengusahakan sendiri aset-aset yang ditinggalkan pemerintah 

Hindia Belanda pasca Penyerahan Kedaulatan tahun 1950. Berarti Perum PPD 

memiliki nilai sejarah dimana PPD lahir ditengah keinginan bangsa Indonesia 

untuk membangun bangsanya secara mandiri serta dalam rangka mempertahankan 

dan mengisi kemerdekaan. 

 Mengingat dinamika dan pesatnya pertumbuhan di Jakarta baik penduduk 

maupun kegiatannya sebagai pusat pemerintahan dan bisnis yang membutuhkan 

transportasi. Disisi inilah Perum PPD diberi tugas melayani masyarakat menengah 

kebawah untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi. Namun dalam fungsinya 

Perum PPD mengalami kemunduran, faktor yang disoroti yang paling 

berpengaruh adalah penggabungan perusahaan bus kota swasta ke dalam Perum 

PPD. Penggabungan dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan 

sarana transportasi. Pertumbuhan kota Jakarta yang sangat pesat sehingga 

memerlukan banyak alat angkut untuk berbagai macam aktivitas masyarakat. 
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Ketika bergabung ternyata Perum PPD mengalami berbagai macam persoalan ini 

dapat dilihat dari kondisi Internal maupun kondisi eksternal.  

Faktor internal terdiri dari jumlah armada yang kurang, biaya operasional 

perawatan bus yang tinggi, serta kesejahteraan karyawan. Selain itu 

ketidakmampuan manajemen menyebabkan timbulnya perilaku korupsi. 

Indikatornya adalah Pendapatan Perum PPD selalu kurang, armada yang buruk, 

jumlah sdm yang banyak, dan hutang. Bahkan untuk biaya pengeluaran setiap 

bulan saja menggandalkan subsidi dari pemerintah. Sedangkan dari faktor 

eksternal terdapat dari kebijakan pemerintah yang selalu tidak membuat Perum 

PPD menjadi maju. Contohnya seperti tarif, tarif bus reguler yang diberlakukan 

kepada Perum PPD masih jauh dari biaya operasional. Hal ini diakibatkan karena 

rendahnya tarif yang ditentukan oleh  pemerintah  

 Dengan adanya berbagai masalah yang dihadapi Perum PPD tentunya 

sangat merugikan bagi masyarakat sebagai pengguna transportasi. Karena dampak 

yang langsung ternyata adalah pelayanan yang kurang maksimal. Pemerintah 

sebagai pemilik utama Perum PPD seharusnya dapat serius menuntaskan segala 

permasalahan yang ada di dalam tubuh Perum PPD.  

  Semua yang terjadi di perum PPD  merupakan perpaduan antara dari aspek 

internal dan ekstrenal. Kedua aspek tersebut sangat mempangaruhi kinerja Perum 

PPD secara keseluruhan sehingga menjadi penurunan kualitas pelayanan terhadap 

masyarakat. Perum PPD sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah tentunya 

akan sangat patuh terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemeritah. Namun kebijakan dari pemerintah selalu tidak membuat Perum PPD 
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maju. Kebijakan diambil oleh pemerintah untuk Perum PPD terkesan hanya untuk 

menutupi persoalan sementara agar Perum PPD tidak bangkrut lebih cepat. 

Komitmen pemerintah dalam membantu Perum PPD juga sangat dipertanyakan.  

 Perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberi subsidi, 

intensif serta penambahan armada tidak berhasil memperbaiki kondisi Perum 

PPD. Ketika terjadi krisis didalam Perum PPD pemerintah hanya memberikan 

bantuan suntikan dana, selanjutnya ketika kerugian mencapai titik tertinggi 

pemerintah tidak bisa memberi bantuan kepada Perum PPD karena pemerintah 

tidak bisa menanggung  kerugian yang sangat besar sekali. Komitmen pemerintah 

sekali lagi di uji dalam bidang transportasi umum ini jika pemerintah tidak serius 

dalam membina perusahaan ini berati pemerintah telah gagal dalam 

menyelenggarakan angkutan masal yang murah di Jakarta.  

 Kendala yang dihadapi oleh Perum PPD sama halnya dengan kendala yang 

dihadapi oleh perusahaan angkutan lainnya yaitu kekurangan jumlah armada, dan 

mahalnya biaya perawatan. Namun perusahaan tersebut bisa mengatasinya 

sehingga bisa tampil maju berkembang mengalahkan Perum PPD yang selalu 

disubsidi namun tidak bisa maju berkembang. 
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TRAYEK PERUM PPD 

Bus Reguler 
No Lintas/trayek Jurusan 

1 10 Blok M – Pasar Senen 

2 41A Kp. Rambutan – Pasar Baru 

3 43 Kp. Rambutan – Tanjung 
Priok 

4 45 Kp. Rambutan – Blok M 

5 46 Kp. Rambutan – Grogol 

6 52 Pulogadung – Pasar Baru 

7 58 Pulogadung – Pasar Baru 

8 60 Tanjung Priok – Pasar Senen 

9 210 Grogol – Rawamangun 

10 213 Grogol – Kp. Melayu 

11 900A Kp. Rambutan – Gambir 

12 916 Kp. Melayu – Tanah Abang 

Sumber : Perum PPD, 2003.  
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TRAYEK PERUM PPD 

Bus Patas 
No Lintas/trayek Jurusan 

1 P-1 Blok M – Kota 

2 P-2 Kp. Rambutan – Kota 

3 P-11 Kp. Rambutan – Kota 

4 P-21 Blok M – Ciputat 

5 P-24 Grogol – Cimone 

6 P-25 Senen – Cimone 

7 P-36 Pulogadung – Blok M 

8 P-37 Blok M – Muara Karang 

9 P-41 Kp. Rambutan – Kota 

10 P-42 Blok M – Pasar Senen 

11 P-43 Banteng Utara – Depok 

12 P-44 Kemayoran –
Babakan/Tangerang 

13 P-45 Blok M – Cimone 

14 P-46 Pulogadung – Muara Karang 

15 P-52 Pulogadung – Depok 

16 P-54 Grogol – Terminal Depok 

17 P-67 Blok M – DR. Wahidin 

18 P-68 Pulogadung - Blok M 

Sumber : Perum PPD, 2003.  
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TRAYEK PERUM PPD 

Bus Patas AC 
No Lintas/trayek Tujuan 

1 AC-01 Lebak Bulus – Kota 

2 AC-B1 Blok M – Kota 

3 AC-B2 Grogol – Pasar Baru 

4 AC-08 Pulogadung – Blok M 

5 AC-10 Kp. Rambutan – Kota 

6 AC-11 Pulogadung – grogol 

7 AC-12 Pulogadung – Lebak Bulus 

8 AC-15 Depok – Kota 

9 AC-16 Rawamangun – Lebak Bulus 

10 AC-17 Depok – Kota 

11 AC-18 Pulogadung – Depok Timur 

12 AC-21 Blok M – Bumi Serpong 
Damai 

13 AC-77 Kalideres – Tanjung Priok 

14 AC-79 Kp. Rambutan – Kota 

15 AC-80 Kp. Rambutan – Blok M 

16 NE-1 Pinang Ranti – Kota 

17 NE-2 Rawamangun – Grogol 

18 NE-3 Pulogadung – Lebak Bulus 

Sumber : Perum PPD, 2003.  
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TRAYEK PERUM PPD 

Bus Reguler 

No Lintas/trayek Jurusan 

1 10 Blok M – Pasar Senen 

2 41A Kp. Rambutan – Pasar Baru 

3 43 Kp. Rambutan – Tanjung Priok 

4 45 Kp. Rambutan – Blok M 

5 46 Kp. Rambutan – Grogol 

6 52 Pulogadung – Pasar Baru 

7 58 Pulogadung – Pasar Baru 

8 60 Tanjung Priok – Pasar Senen 

9 210 Grogol – Rawamangun 

10 213 Grogol – Kp. Melayu 

11 900A Kp. Rambutan – Gambir 

12 916 Kp. Melayu – Tanah Abang 

Sumber : Perum PPD, 2003.  
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TRAYEK PERUM PPD 

Bus Patas 

No Lintas/trayek Jurusan 

1 P-1 Blok M – Kota 

2 P-2 Kp. Rambutan – Kota 

3 P-11 Kp. Rambutan – Kota 

4 P-21 Blok M – Ciputat 

5 P-24 Grogol – Cimone 

6 P-25 Senen – Cimone 

7 P-36 Pulogadung – Blok M 

8 P-37 Blok M – Muara Karang 

9 P-41 Kp. Rambutan – Kota 

10 P-42 Blok M – Pasar Senen 

11 P-43 Banteng Utara – Depok 

12 P-44 Kemayoran –Babakan/Tangerang 

13 P-45 Blok M – Cimone 

14 P-46 Pulogadung – Muara Karang 

15 P-52 Pulogadung – Depok 

16 P-54 Grogol – Terminal Depok 

17 P-67 Blok M – DR. Wahidin 

18 P-68 Pulogadung - Blok M 

Sumber : Perum PPD, 2003.  
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TRAYEK PERUM PPD 

Bus Patas AC 

No Lintas/trayek Tujuan 

1 AC-01 Lebak Bulus – Kota 

2 AC-B1 Blok M – Kota 

3 AC-B2 Grogol – Pasar Baru 

4 AC-08 Pulogadung – Blok M 

5 AC-10 Kp. Rambutan – Kota 

6 AC-11 Pulogadung – grogol 

7 AC-12 Pulogadung – Lebak Bulus 

8 AC-15 Depok – Kota 

9 AC-16 Rawamangun – Lebak Bulus 

10 AC-17 Depok – Kota 

11 AC-18 Pulogadung – Depok Timur 

12 AC-21 Blok M – Bumi Serpong Damai 

13 AC-77 Kalideres – Tanjung Priok 

14 AC-79 Kp. Rambutan – Kota 

15 AC-80 Kp. Rambutan – Blok M 

16 NE-1 Pinang Ranti – Kota 

17 NE-2 Rawamangun – Grogol 

18 NE-3 Pulogadung – Lebak Bulus 

Sumber : Perum PPD, 2003.  
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